PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT (Siri???)   (Studi Kasus Putusan No. 96/Pid.B1/2012/PN.SKG) by MAKMUR, ANDI DADI MASHURI
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT (Siri’)  
(Studi Kasus Putusan No. 96/Pid.B1/2012/PN.SKG) 
 
 
 
OLEH: 
ANDI DADI MASHURI MAKMUR 
B111 09 284 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR  
2013 
 
ii 
 
  
iii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama  : ANDI DADI MASHURI MAKMUR 
Nomor Induk : B 111 09 284 
Judul Skripsi : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT(Siri’) 
(Studi Kasus No. 96/pid.B1.2012/PN.SKG) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
 
 
Makassar, 11 Mei  2013 
 
 
 
Pembimbing I  Pembimbing II 
 
 
 
 
 
Prof .Dr.Muhadar, S.H., M.S.       Hijrah Adhyanti M,S.H.,M.H 
NIP. 19590317 198703 1 002  NIP. 19790326 200812 2 002 
 
 
 
 
 
iv 
 
  
v 
 
KATA PENGANTAR 
 
           Dengan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan berkah dan rahmat serta hidayah-Nya sehingga 
Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul 
“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 
DITINJAU DARI HUKUM ADAT (Siri’) (Studi Kasus No. 
96/pid.B1.2012/PN.SKG)”untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.  
Walaupun Penulis menyadari, skripsi ini sangat jauh dari harapan 
karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga dalam 
mengeksplorasi lautan ilmu yang ada yang begitu luas penulis tak mampu 
menuangkan semuanya dengan dibatasinya ruang dan waktu yang ada.  
Disamping itu begitu banyaknya kendala-kendala yang sering 
menghadang yang mewarnai konsentrasi penulis dalam memaksimalkan 
usahanya. Olehnya itu, Penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, inilah 
hasil maksimal yang dapat disumbangkan walau senantiasa tersisipkan 
kekurangan dan kelemahan. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada Ayahanda Andi Makmur Sinrang, S.H dan Ibunda 
Andi Mulianna, S.Pd. yang dengan dan penuh perjuangan dalam 
vi 
 
membesarkan, mendidik serta memberikan dorongan moral dan materil 
kepada ananda hingga saat ini, sehingga ananda dapat menyelesaikan masa 
pendidikan, terimah kasih atas doa restunya. 
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapakan terimah kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Muhadar ,S.H, M.S sebagai pembimbing utama dan 
Ibu Hijrah Adhyanti, S.H, M.H sebagai pembimbing dua yang dengan 
ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan 
bantuan selama masa penelitian sampai selesainya penulisan skripsi 
ini. Semoga Allah SWT menjaga keduanya dan membalas dengan 
kebaikan yang banyak. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.H, D.Fm sebagai Dekan Fakultas 
Ilmu Hukum serta Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H, M.S sebagai ketua 
jurusan hukum pidana dan ibu Hj. Nur Asizah , S.H, M.H sebagai 
sekertaris jurusan hukum pidana dan penasehat akademik bapak 
Kasman Abdullah , S.H, M.H.  yang telah banyak memberikan bantuan 
dan arahan kepada penulis selama mengkuti pendidikan di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.  
3. Ucapan terima kasih terkhusus untuk Dr. dr. Andi Wardihan Sinrang, 
MS. Paman yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam 
menyelesaikan kuliah hingga mencapai gelar sarjana. Dan Juga Ir. 
vii 
 
Andi Iqbal Sinrang, paman yang telah mendidik dan menjadi pengganti 
orang tua saat menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
4. Ucapan terima kasih kepada teman Doktrin 09 yang telah menjadi 
rekan yang paling baik untuk menimbah ilmu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin   
5. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu.  
 
  Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya 
membangun demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Kalaupun ada 
manfaatnya semoga Allah SWT menjadikannya berkah di kemudian hari. 
  Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 
 
 
                                                           Penulis 
 
                     Andi Dadi Mashuri Makmur 
 
 
viii 
 
DAFTAR ISI 
Halaman 
HALAMAN JUDUL………………………………………………………………    i 
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………………   ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................................  iii 
LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI…………………..  iv 
KATA PENGANTAR……………………………………………………………,,  v 
DAFTAR ISI………………………………………………………………………  vii 
ABSTRAK…………………………………………………………………………   x 
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………   1 
A. Latar Belakang………………………………………………………   1 
B. Rumusan Masalah……………………………………………………   6 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian…………………………………..   6 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA…………………………………………………    8 
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan…………………………   8 
1. Defenisi Pemidanaan……………………………………………   8 
2. Teori Tujuan Pemidanaan……………………………………  10 
B. Tinjauan Umum Tentang Delik………………………………….  21 
1. Pengertian Delik…………………………………………………  21 
2. Unsur-Unsur Delik………………………………………………  25 
C. Tinjauan Umum Tentang Delik Adat……………………………  39 
ix 
 
1. Defenisi dan Lahirnya Delik Adat……………………………  39 
2. Jenis Delik Adat…………………………………………………  41 
3. Sanksi Adat……………………………………………………       46 
4. Delik  Adat Bugis Makassar (Siri’ Na Pesse)………………  47 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan………  53 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan………………………  53 
2. Unsur-Unsur Rindak Pidana Pembunuhan……………………  54 
3. Jenis  tindak Pidana Pembunuhan…….………………………  56 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana…  61 
1. Pertimbangan Yuridis……………………………………………  63 
2. Pertimbangan Non Yuridis………………………………………  69 
BAB III METODE PENELITIAN………………………………………………    72 
A. Tempat Dan Waktu Penelitian…………………………………….  72 
B. Jenis dan Sumber Data……………………………………….…  72 
C. Teknik Pengumpulan Data………………………………………  73 
D. Analisis Data…………………………………………………….…  74 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam  
Hukum Positif Indonesia……………………………………….. 75 
x 
 
1. Posisi Kasus…………………………………………………… 75 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum…………………………… 76 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum……………………………. 77 
4. Amar Putusan…………………………………………………... 78 
5. Analisa Penulis………………………………………………… 79 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan  
Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Tinjau  
dari Delik Adat. ……………………………………………………. 87 
1. Pertimbangan Yuridis………………………………………….. 87 
2. Pertimbangan Non Yuridis……………………………………   101 
3. Analisa Penulis…………………………………………………  103 
BAB V PENUTUP…...…………………………………………………………  109 
A. Kesimpulan…………………………………………………………  109 
B. Saran………………………………………………………………...  111 
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………..…….  113 
LAMPIRAN……………………………………………………………………… 115 
 
 
 
 
xi 
 
ABSTRAK 
Andi Dadi Mashuri .M, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari 
Hukum Adat (Siri’) (Studi di Pengadilan Negeri Sengkagn), Pembimbing I Prof. Dr. 
Muhadar, S.H,M.S. Pembimbing II Hijrah Adhyanti, S.H,M.H. 
 
Dalam skripsi ini Penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari hukum adat 
(Siri’). Hal ini dilatarbelakangi bahwa adanya pembunuhan karena Siri’ di Kabupaten Wajo 
dimana pelaku pembunuhan yang dikenakan pasal 338 KUHP dan 351 KUHP. Hakim dalam 
hal ini sebagai penegak hukum diwajibkan untuk menciptakan rasa keadilan dengan 
mempertimbangkan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena Siri’. 
Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini ialah Bagaimanakah pengaturan tindak 
pidana pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia dan apakah hukum adat menjadi 
pertimbangan hakim terhadap pemidanaan dalam Putusan No.96/Pid.B.2012/PN.SKG ? 
Tujuan dari penulisan ini menambah wawasan tentang asas kepastian hukum dalam 
pelaksanaannya oleh para penegak. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis,  
digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yangmendalam dan rinci terhadap 
objek penelitian dan nara sumber. Teknik analisa data ialah deskriptif kualitatif yaitu 
menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang dasar 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan yang 
ditinjau dari hukum adat (Siri’). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sengkang dimana 
dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ialah hakim tidak melihat 
adanya siri’ sesuai keterangan terdakwa di persidangan karena sempat ada dialog sebelum 
terjadi pembunuhan. Namun Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Jaksa 
karena Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga memperlancar 
jalannya persidangan,  titik kesalahan bukan sepenuhnya dari terdakwa, tetapi apa yang 
dilakukan terdakwa sangat dipengaruhi oleh perlakuan korban terhadap harga diri terdakwa 
dan terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga.  
 
Dari hasil pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa Hakim tidak menilai bahwa 
tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa didasari Siri’ sehingga hakim tidak 
mempertimbangkan Siri’ sebagai alasan peringanan penjatuhan pidana berdasarkan pasal 5 
ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang 
dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut 
umum. 
 
Saran didalam penulisan ini Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana 
kepada para terdakwa kasus pembunuhan karena Siri’ hendaknya mengkaji lebih dalam 
tentang delik adat yang hidup dalam masyarakat dengan menghadirkan pemangku adat, 
praktisi hukum dan akademisi sebagai saksi ahli di persidangan. 
. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum tentu saja 
identik dengan kebiasaan dan tradisi, yang menjadi pedoman dalam 
kehidupan.Ketika undang-undang sedemikian diagungkan keberadaan 
dan kemampuannya, muncul pandangan yang bersifat religius, 
sehingga hukum diidentikkan sebagai hukum tuhan atau hukum agama. 
Sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia, pemerintah dihadapkan 
pada persoalan mengenai pembentukan hukum nasional yang sesuai 
dengan perasaan dan kebutuhan hukum dari rakyat. 
Sebagaimana halnya dengan negara-negara atau masyarakat-
masyarakat yang sedang berkembang lainnya, maka Indonesia juga 
sedang mengalami suatu masa transisi.Dalam hal ini, masa transisi 
tersebut meliputi bidang hukum.Salah satu masa transisi di bidang 
hukum dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum tertulis. 
Walaupun demikian, dengan adanya hukum tertulis yang mengatur 
bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis pasti 
akan tetap berfungsi1. 
                                                           
1 Soerjono Soekanto, 2005. Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 
374 
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Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa sekarang ini hukum 
positif tidak dapat menempatkan hukum positif ditempatkan berhadapan 
dengan hukum adat karena hukum adat sudah terangkum masuk dalam 
hukum nasional dan hukum positif ini dibangun dari kekayaan tersebut. 
Hukum adat merupakan kekayaan untuk membangun hukum nasional 
tetapi bukan berarti hukum adat dipertahankan dalam segi keutuhannya 
didalam hukum  nasional. Hal ini pada gilirannya akan muncul hukum 
nasional Indonesia sebagai miliknya sendiri.2 
Untuk mengetahui eksistensi hukum adat dalam hukum positif 
Indonesia. Pertama-tama dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia 1945. Namun dalam ketentuan tersebut ternyata 
tidak ada satu pasal yang menyinggung tentang hukum adat. Namun 
kalau kita mengacu pada teori bahwa Undang-Undang Dasar suatu 
negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu.  
Suatu pembangunan hukum nasional yang mendasar pada 
hukum adat kelihatannya merupakan suatu hal yang aneh dan tidak 
mungkin dilaksanakan karena akan menghambat perkembangan hukum 
itu sendiri. Namun anggapan ini sendiri tidak benar sama sekali sebab 
                                                           
2Sutjipto Raharjo. 1988. Relevansi Hukum adat Dengan Modernisasi Hukum Adat, Makalah 
Seminar Masa Depan Hukum Adat Fakultas Hukum UII, Yogjakarta.Halm 13. 
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suatu pembentukan hukum nasional akan hidup didalam masyarakat 
apabila berlandaskan adat.3 
Berdasarkan gambaran diatas, maka peranan hukum adat dalam 
hukum positif indonesia sangat penting. Namun dalam berbagai macam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekarang ini, 
tidak dijumpai ketentuan yang memuat penegasan secara menyeluruh 
tentang kedudukan hukum adat dalam hukum positif indonesia, 
melainkan hanya bagian-bagian tertentu saja. 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/1960 
menetapkan bahwa dasar hukum nasional Indonesiaadalah hukum 
Adat. Tetapi dalam Tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara mengubah ketetapan tersebut dan menetapkan dengan 
rumusan lain bahwa sumber dari segala sumber hukum nasional adalah 
Pancasila yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta 
cita-cita mengenai kemerdekaan Individu, kemerdekaan bangsa, 
perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, 
cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral 
mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai 
                                                           
3
Iman Sudiyat. 1981 , Asas – Asas Hukum Bekal Pengantar , Liberty, Yogyakarta.Halm 93. 
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pengenjawantahan dar pada Budi Nurani Manusia ( Memorandum 
M.P.R.S. No. XX/MPRS/1966).4 
Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki 
keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang tersebar di 
kota-kota dan desa-desa. Keragaman itu pun menjadi suatu kekayaan 
akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan 
bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan, ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat dan 
di situ ada hukum.5Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum 
untukmengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban 
umum.Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, 
berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum 
publik maupun hukum privat. 
Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang 
diakui secara nasional dan terkodifikasi adalah Kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana. Namun, di daerah yang masyarakatnya masih 
dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat 
kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan 
hukum pidana adalah hukum delik adat.Keberadaan Hukum delik adat 
pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat 
                                                           
4 C. Van Vollenhoven,1972, Suatu Jitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda, Penerbit 
Bhratara, Jakarta. Hlm.5 
5Ubi Societas Ibi Ius, lihat dalam E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Ichtiar 
Baru, Jakarta, 1983, hal 1. 
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tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum delik adat 
yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah 
tersebut. 
Dalam berinteraksi di masyarakat seringkali ditemukan hal-hal 
yang dianggap tabu atau tidak benar, sehingga dibuatlah aturan yang 
kemudian dinamakan hukum adat. Perbuatan-perbuatan yang 
melanggar hukum adat diproses pada peradilan adat, meskipun kadang 
hukum positif nasional harus turut campur dalam penyelesaian masalah 
tersebut. Dalam hal ini sering temukan ketidakcocokan antara hukum 
adat dengan hukum positif, misalnya dalam hukum adat perbuatan yang 
dilakukan bukanlah kejahatan, namun menurut hukum postif harus 
diadili karena melanggar hukum positif. 
Hukum adat yang tersebar diberbagai daerah kadang harus 
berhadapan dengan hukum positif, namun tidak bisa dipungkiri bahwa 
masalah yang kemudian muncul adanya perbedaan dan tidak 
sejalannya aturan yang ada dalam hukum adat dengan yang ada pada 
hukum positif. 
Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara 
lingkungan masyarakat satu dengan yang lainnya, maka perlu dikaji 
perkembangannya.Hal ini untuk mengetahui peranan delik adat dalam 
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hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Sulewesi 
Selatan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik 
untuk mengkaji dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Hukum Adat (Siri’) (Studi Kasus 
No.96/pid.B.2012/PN.SKG)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis akan menitikberatkan 
rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam 
hukum positif di Indonesia? 
2. Apakah hukum adat menjadi pertimbangan hakim terhadap 
pemidanaan dalam Putusan No.96/Pid.B.2012/PN.SKG ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana 
pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia (putusan No. 
96/Pid.B.2012/PN.SKG) 
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b) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap penegakan hukum adat 
dihubungkan dengan tindak pidana pembunuhan dalam 
KUHP. 
 
2. Kegunaan Penelitian  
a) Memberikan konstribusi pemikiran mengenai pentingnya  kita 
mengkaji pengaruh hukum adat dalam hukum positif (dalam 
KUHP) 
b) Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berniat untuk 
menulis kajian serupa.  
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BAB II 
TUNJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan 
Pada sub bab ini Penulis akan menjelaskan pengertian 
pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan sistem pemidanaan di Indonesia. 
1. Definisi Pemidanaan 
Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi 
tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam 
menghadapi kejahatan menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus 
tahun.6 Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan 
merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu 
sendiri, bahkan ada yang menyebutkan  sebagai“older philosophy of 
crime control”7 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman.Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan 
“hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen”8 menjelaskan kedua hal 
tersebut sebagai berikut : 
                                                           
6Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011 Hlm. 27. 
7Ibid. 
8 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm. 2 
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a. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap 
perbuatan itu. 
b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesemptan itu. 
 
Tirtamidjaja9 menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum 
pidana formil sebagai berikut : 
a. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan 
orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas 
pelanggaran pidana. 
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, 
atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum 
pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan 
hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi 
diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum 
yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana 
materiil. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
                                                           
9 Ibid. 
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juga orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga 
teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat 
jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain 
takut melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali 
bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 
upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian 
pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat 
beberapa tahap perencanaan sebagai berikut : 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 
 
2. Teori Tujuan Pemidanaan 
Alf Ross mengemukakan bahwa “Concept of Punishment”10 
bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu: 
1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap 
orang yang bersangkutan (punishment is aimed at anflicting 
suffering upon the person upon whom it is imposed); 
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan 
terhadap perbuatan si pelaku (the punishment is an 
expression of disapproval of the action for wich it is imposed). 
                                                           
10 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. . 29-30 
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Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu 
sendiri, terlebih dahulu dilihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief 
sebagai berikut11: 
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuddin mengemukakan 
sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan 
tersebut, yaitu: 
a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut 
menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; 
b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat 
orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan 
menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan 
konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; 
c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan 
adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan 
kejahatan).12 
Hal senada terdapat pada pernyataan Roscoe Pound yang 
merupakan seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan uraiannya 
bahwa pada akhir abad ke-19 tumbuh suatu cara pemikiran baru, 
dimana sarjana-sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang kemauan 
                                                           
11Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta. 2010. Hlm. 
12 
12Ibid. Hlm. 13 
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manusia pribadi, tetapi mulai berpikir dalam istilah kebutuhan manusia 
dalam masyarakat, dan tujuan hukum dihubungkan dengan tujuan 
sosial. Di sini mulai tumbuh tujuan atau fungsi hukum sebagai tool of 
social engineering, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja sebagai 
alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan sebagai 
alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.13 
Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan 
oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai 
pemidanaan dan tujuan dari dijatuhkannya pemidanaan. Pada 
umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga golongan besar, 
yaitu: 
a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings 
Theorien) 
b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) / (De Relatieve 
Theorien) 
c. Teori gabungan (Vernegins Theorien) 
Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori-teori tersebut 
sebagai berikut: 
1) Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings 
Theorien) 
                                                           
13 Pipin Syarifin S.H, Hukum Pidana DI Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 23 
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Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini 
muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain 
Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. 
Emmanuel Kant berpendapat bahwa pembalasan atas suatu 
perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum 
dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan 
pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.14 
 Selain itu teori ini menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu 
sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya 
pidana.Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu 
kejahatan.Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan 
pidana itu.Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada 
pelanggar.Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori 
absolute.Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang 
perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.Hakikat suatu pidana ialah 
pembalasan. 
Namun dengan melihat teori ini, M. Cherif Bassiouni berpendapat 
bahwa hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai 
                                                           
14 Ahmad  Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan 
Psikotropika di Kota Makassar. Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23. 
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perlakuan oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan 
melampaui batas. Selanjutnya dikatakan bahwa pembaharuan pidana di 
Eropa kontinental, selanjutnya di Inggris justru merupakan reaksi 
humanistik terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang 
demikian kiranya ada pendapat bahwa theory retributive atau teori 
pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan “a relic of barbarism” 
(sebuah peninggalan dari kebiadaban).15 
2) Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) / (De Relatieve 
Theorien) 
Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori 
absolut.Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan 
tuntutan absolut dari keadilan.Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai 
nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan 
masyarakat.Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. 
Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the 
theory of social defense).16 
Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana 
adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan 
mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik 
dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam 
                                                           
15 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. . 27-28 
16Ibid. Hlm. 57. 
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masyarakat (rechtsorde; social orde) untuk prevensi terjadinya 
kejahatan, maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan 
pemidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah menakuti, 
memperbaiki, atau membinasakan. 
Dengan demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari 
hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa “Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa 
tujuan hukum pidana ialah”17: 
a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, 
baik menakut-nakuti orang banyak (generale preventie), 
maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan 
kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan 
kejahatan lagi (speciale preventie). 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah 
menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang 
yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat. 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana 
pencegahan, baik pencegahan khusus (speciale preventie) yang 
ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general 
preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan penjelasan bahwa 
pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang 
tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki agar orang-
orang pada umumnya tidak melakukan delik) dan pencegahan khusus 
(tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku 
                                                           
17 Pipin Syarifin, Hukum Pidana DI Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hlm. 22 
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tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak 
pidana lagi). 
Van Hamel18 menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana 
ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk 
tidak melaksanakan niat buruknya; 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana; 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang 
tidak mungkin diperbaiki; 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan 
tata tertib hukum. 
 
Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu 
preventif, detterence, dan reformatif.Tujuan preventif (prevention) untuk 
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan 
terpisah dari masyarakat.Tujuan menakuti (detterence) untuk 
menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual 
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai 
langkah panjang.Selanjutnya tujuan perubahan (reformation) untuk 
mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan 
pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan 
hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai 
yang ada di masyarakat. 
                                                           
18 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan 
& Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. Hlm. 160 
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Selanjutnya Christian19 mengatakan bahwa adapun ciri-ciri Teori 
Relatif yaitu: 
1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan; 
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (final aim), tetapi 
merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi 
lagi, yaitu kesejahteraan masyarakant (social welfare); 
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 
dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan 
atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana. 
 
3) Teori gabungan (Vernegins Theorien) 
Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori 
Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang 
menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan 
pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam 
masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik 
beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya 
maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur 
ada. 
Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang 
mengatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik 
hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan 
masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan 
                                                           
19 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. . 54 
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hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, 
dan pelaku.20 
Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat 
digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :21 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan 
untuk: 
a. Pembalasan, membuat pelaku menderita; 
b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana; 
c. Merehabilitasi pelaku; 
d. Melindungi masyarakat. 
Dengan berkembangnya Restorative Justicesaat ini sebagai 
koreksi atas Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara 
umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan 
kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi 
yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi 
korban.Pemahaman ini telah diakomodir oleh Rancangan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2005. 
                                                           
20 Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih. Hukum Korporasi Rumah Sakit. Yogyakarta. 2010. Hlm. 
13 
21 Adami Chazawi. Op. Cit., Hlm. 162 
19 
 
Tujuan Pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 : 
(1) Pemidanaan bertujuan: 
a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman 
masyarakat; 
b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan 
berguna; 
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan 
rasa damai dalam masyarakat; 
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan; 
e. memaafkan terpidana. 
(2)Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 
merendahkan martabat manusia . 
Dalam Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman 
pemidanaan yang belum diatur dalam UU kita : 
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan 
tindak pidana; 
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi 
pembuat tindak pidana 
h. Pengaruh pidana terhadap massa depan pembuat 
tindak pidana; 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau 
keluarga korban; 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan 
/atau; 
20 
 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan. 
 
(2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau 
keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang 
terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan 
untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 
kemanusiaan. 
Dari aturan diatas dapat dicermati bahwa dalam R-KUHP 
menganut teori prevensi, rehabilitasi dan restoratif dalam tujuan 
pemidanaannya. Teori prevensi umum tercermin dari tujuan 
pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan 
menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat. 
Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan 
untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, dan restoratif terdapat 
dalam tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik 
yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan 
mendatangkan rasa damai dalam damai dalam masyarakat; 
membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan 
terpidana. 
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Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam 
KUHP yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 jo 
Undang-Undang Nomor  73 tahun 1958, beserta perubahan-
perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang No. 16 
Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-
UndangNomor 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana 
denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman penjajahan 
Belanda sudah tidak dipakai lagi, tetapi sistem pemidanaannya masih 
tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek 
pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. 
B. Tinjauan Umum Tentang Delik 
1. Pengertian Delik 
Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti 
perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Menurut 
Kamus Hukum bahwa: 
“delik adalah perbuatan yang melanggar undang – undang 
pidana dan karena itu bertentangan dengan undang – undang 
yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.”22 
                                                           
22 Ilham Gunawan,2002, Kamus Hukum, CV. Restu Agung. Jakarta. Halm 75. 
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Menurut  Subekti, delik adalah perbuatan yang diancam dengan 
hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk 
delik seperti peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Tahun 
1950), perbuatan pidana (Undang-undang Nomor 1 tahun 1951 Tentang 
Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, 
Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil), perbuatan-
perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat Nomor 2 
Tahun 1951 Tentang Perubahan Ordonatie Tijdelijke Byzondere 
Strafbepalingen, tindak pidana  (Undang-Undang Darurat Nomor 7 
Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).23 
Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang 
berasal dari kata strafbaar feit.Strafbaar feit terdiri dari tiga kata 
yaitu straf, baar, dan feit.Straf dapat diterjemahkan dengan 
pidana dan hukum, baar dapat diterjemahkan dengan dapat dan 
boleh sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Menurut Adami Chazawi, kata “delik” sebenarnya tidak 
berhubungan dengan kata “strafbaar feit”. Kata “delik” berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada 
perbedaan mengenai pengertiannya.24 
Menurut Andi Zaenal Abidin Farid, kata “delik” berasal dari 
bahasa latin yaitu “delictum”atau “delicte” yang dalam bahasa Belanda 
                                                           
23 Natangsa Subekti,2005, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang. Halm 35 
24 Adam chazawi,2005, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Halm 70. 
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dengan Istilah “strafbaar feit”. Kata strafbaar feit oleh para pengarang di 
Indonesia digunakan sesuai dengan sudut pandangnya masing-
masing.25 
Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua 
pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin.Pandangan pertama 
adalah pandangan monistis.26Pandangan Monistis adalah suatu 
pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana 
sebagai sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini 
antara lain adalah Simons yang memberikan defenisi tindak pidana 
sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.27 
Pandangan kedua adalah pandangan dualistik.Pandangan ini 
berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli yang berpandangan dualistik 
adalah Moeljatno yang memberikan rumusan tindak pidana 
sebagaiberikut:28 
                                                           
25 Andi Zaenal Abidin Farid ,1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. 
Jakarta. Halm 145 
26Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan.UNM Press. 
Malang. Halm 104 
27Ibid. Halm 105 
28Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara.Jakarta. Halm 150 
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a. Adanya Perbuatan Manusia; 
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam Undang-
undang; 
c. Bersifat melawan hukum. 
Pengertian Moeljatno diatas memang tidak memasukkan unsur 
pertanggungjawaban pidana, namun ditegaskan bahwa agar terjadinya 
tindak pidana tidaklah cukup dengan terjadinya tindak pidana itu sendiri, 
tetapi juga mengenai kemampuan orang yang melakukan tindak pidana 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. 
Pompe membagi atas dua pengertian yaitu :29 
1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Defenisi menurut hukum positif , nerumuskan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit)  yang oleh 
peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 
perbuatan yang dapat dihukum.  
 
Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah 
delik, strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan 
pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan 
                                                           
29 Bambang Poernomo, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia, Jogjakarta. 
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ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan 
tersebut.30 
2. Unsur-Unsur Delik 
a. Unsur Perbuatan 
(i) Perbuatan Mencocoki Rumusan Delik. 
Unsur perbuatan adalah salah satu unsur obyektif dari unsur 
yang terdapat dalam suatu tindak pidana selain unsur subyektif. 
Rumusan undang-undang hukum pidana selain bersifat melarang 
berbuat sesuatu, ada pula yang mengharuskan untuk berbuat sesuatu 
yang jika tidak diindahkan maka pelakunya dikenakan sanksi pidana. 
Menurut Sofjan Sastrawidjaja, perbuatan atau kelakuan manusia 
ada yang berupa perbuatan aktif (berbuat sesuatu) dan adapula berupa 
perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu). Perbuatan aktif manusia yang 
menimbulkan suatu kejahatan misalnya : membunuh Pasal 338 KUHP, 
menganiaya- Pasal 351 KUHP, sedangkan perbuatan pasif manusia 
walaupun dalam keadaan tidak berbuat sesuatu dapat menimbulkan 
suatu tindak pidana misalnya, tidak melapor kepada yang berwajib bila 
mengetahui ada suatu permufakatan jahat; adanya niat untuk 
melakukan suatu kejahatan tertentu Pasal 164, 165 KUHP; tidak 
mengindahkan kewajiban menurut Undang-Undang sebagai saksi, ahli 
                                                           
30Ibid.halm 91. 
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atau juru bahasa, Pasal 224 KUHP: tidak memberi pertolongan kepada 
orang yang sedang menghadapi maut.31 
(ii) Perbuatan Melawan Hukum. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat 
melawan hukum (wedderrechtelijkheid rechtsdrigkeit), meskipun unsur 
ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.Sebagian besar 
dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas 
unsur  melawan hukum ini, hanya beberapa delik yang menyatakan 
dalam rumusannya.32 
Menurut  Sofjan Sastrawidjaja, ada dua jenis sifat melawan 
hukum yaitu:33 
1. Sifat melawan Hukum Formil (formele wedderrechtelickheid). 
Melawan hukum formil adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undang-undang pula.Jadi melawan hukum formil adalah 
melawan undang-undang, sebab hukum formil adalah 
                                                           
31 Sofjan Sastrwidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, Cimahi. Halm 117 
32PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1997, 
hlm 194. 
33 Sofjan Sastrwidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, Cimahi. halm 152 
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undang-undang.Sifat melawan hukum formil ini merupakan 
syarat untuk dapat dipidananya perbuatan yang bersumber 
pada asas legalitas. 
2. Sifat melawan hukum materiil(materiele wedderrechteljikhid). 
Dalam  sifat melawan hukum materiil, perbuatan yang 
memenuhi rumusan undang-undang itu belum tentu bersifat 
melawan hukum. Dengan demikian, dalam sifat melawan 
hukum materiil adalah yang dinamakan hukum itu bukan 
hanya undang-undang  (hukum tertulis), tetapi juga meliputi 
hukum tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-
kenyataan yang berlaku di masyarakat atau membahayakan 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat 
undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
(iii) Tidak Ada Alasan Pembenar. 
Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan 
hukum dari perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. 
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b. Unsur Pembuat 
(i) Kemampuan Bertanggung Jawab 
Ajaran Kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaarheid)  ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang 
yang normal/sehat jika melakukan tindak pidana. 
Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti 
kemampuan bertanggung jawab itu. Menurut Sofjan Sastrawidjaja 
dalam Memorie Van Toelichtingmenerangkan secara negatif bahwa 
“tidak mampu bertanggung jawab” (onteorekeningsvatbaarheid) dari 
pembuat adalah:34 
1) Dalam pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara 
berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang 
dilarang (dalam hal perbuatan yang 
dipaksa/dwanghandelingen). 
2) Dalam hal pembuat ada didalam keadaan tertentu, sehingga 
ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan 
dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu 
patologis / patholigische drife, gila, pikiran tersesat, dan 
sebagainya). 
 
Menurut Van Hamel orang mampu bertanggung jawab itu harus 
memenuhi tiga syaratyaitu :35 
1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-
sungguh dari perbuatannya itu sendiri. 
                                                           
34 Sofjan Sastrawidjaja, 2004, Hukum Pidana 1, Cimahi, halm 185 
35Ibid, halm 186 
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2) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat perbuatannya itu 
bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 
3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan 
perbuatan. 
(ii) Ada Kesalahan 
Perkataan “kesalahan” merupakan terjemahan dari perkataan 
dari bahasa Belanda, schuld.36Pengertian kesalahan itu dapat dilihat 
dari dua sudut, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara 
yuridis. 
Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya 
undang-undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang 
mampu mempertanggungjawabkan pidana, tidak dapat menggunakan 
alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan 
perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan 
yang telah dilakukannya. 
Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk 
menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat 
dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya.  
 Jadi untuk memidana seseorang harus memiliki dua unsur, yaitu: 
1. Perbuatan harus melawan hukum; dan 
                                                           
36Ibid, halm 186 
30 
 
2. Harus ada kesalahan. Kesalahan tersebut dibagi menjadi dua 
yaitu sengaja (dolus) dan kelalaian (culpa). 
Menurut Van Hamel, kesalahan itu adalah unsur konstitutif, 
sedangkan Hazewinkel Suringa menolak pendapat tersebut dengan 
alasan bahwa yurisprudensi tidak melihatnya sebagai suatu unsur yang 
bersifat tetap. Adapun kesalahan dalam hukum pidana sebagai berikut : 
1) Kesengajaan (dolus) 
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman 
sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dibuat 
antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengar sadar berkehendak 
untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den 
op een beaald misdriff). 
Rusli Effendy menuliskan dolus atau sengaja menurut Memorie 
van Toelichting (risalah penjelasan undang-undang) berarti si Pembuat 
harus menghendaki apa yang dilakukannya (menghendaki dan 
menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya).37 
Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan 
dibelakangnya, termasuk didalamnya akibat dari delik.Tentang 
                                                           
37 Rusli Effendy, 1898. Azaz-asas Hukum Pidana.Ujung Pandang: Lembaga Kriminologi UNHAS. 
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pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori 
sebagai berikut: 
a) Teori Kehendak (Willstheorie) 
Teori ini diajarkan oleh Von Hipel (Jerman) dengan karangannya 
tentang “Die Grenze von Vorzatzund Fahrlassigkkeit” 1903, merengkan 
bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan 
kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata 
lain apabila dari seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu 
saja melakukannya itu hendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena 
ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia 
menghendaki akibatnya ataupun hal yang menyertai. 
Menurut teori kehendak ini adalah baik terhadap perbuatannya 
maupun terhadap akibat atau hal yang menyertai, dapat dikehendaki 
oleh pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan 
kepada perbuatan akibat dari hal yang menyertai. 
b) Teori Pengetahuan (Voorstellingstheorie) 
Teori ini dapat juga dikatakan teori membayangkan/ 
persangkaan.Teori ini diajarkan oleh Frank (Jerman) dalam 
karangannya tentang “Vorstellung und Wille in der Modemen 
Doluslehre” 1890 dan “Ueber den Aufbau des Schulsbegriffs” 1907. 
Menerangkan bahwa tidaklah mungkin suatu akibat atau hal yang 
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menyertai itu dapat dikehendaki, dengan kata lain perbuatannya 
memang dikehendaki akan tetapi akibat atau hal yang menyertai itu 
tidak dapat dikatakan oleh pelakunya tentu dapat dikehendakinya pula, 
karena manusia hanya dapat membayangkan atau menyangkal 
terhadap akibat atau hal yang menyertai. 
Menurut teori pengetahuan/ membayangkan/ persangkaan 
bahwa akibat atau hal yang meyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh 
pelaku, sehingga si pelaku hanya dapat ditujukan kepada perbuatan 
saja. 
Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa 
bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan.38 
Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, 
yaitu:  
1) adanya perangsang;  
2) adanya kehendak; dan  
3) adanya tindakan. 
 
2) Kelalaian (culpa) 
                                                           
38Ibid Hal. 80 
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Undang-undang tidak memberikan defenisi mengenai kelalaian, 
hanya memori penjelasan Memorie van Toelichting (M.v.T) mengatakan 
bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, 
bagaimana pun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan 
sengaja, oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan 
bahwa delik culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan 
pengurangan pidana. 
Di samping itu sejarah perundang-undangan Memorie van 
Toelichting (M.v.T) yang memandang culpa sebagai pengecualian dolus 
sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan argumen untuk 
menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan 
alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin 
keamanan orang  maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-
hatian orang lain. Akibat ketidakhati-hatian tersebut orang lain bisa saja 
menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga 
ancaman pidana dianggap layak dikenakan padanya. 
Arti kata culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu 
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam 
kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti 
kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak 
disengaja terjadi.Tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak 
pidana begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian 
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seorang manusia yang dilakukan dengan tidak sengaja, sehingga 
keluarga merasa tidak adil karena si pelaku yang dengan kurang hati-
hati menyebabkan kematian itu tidak dipidana.Misalnya pada seorang 
pengendara mobil yang menabrak orang yang menimbulkan 
kematian.Hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap tindak 
pidana yang berunsur kesengajaan.39 
Lamintang mengemukakan tentang delik culpa adalah “Culpose 
delicted atau delik yang oleh pembentuk undang-undang telah 
disyaratkan bahwa delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja 
agar pelakunya dapat dihukum”.40 
(iii)Tidak Ada Alasan Pemaaf 
Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si 
pembuat tindak pidana.Perbuatannya tetap bersifat melawan 
hukum,tetapi si pembuatnya itu tidak dapat dipidana karena padanya 
tidak ada kesalahan. 
Alasan pemaaf dapat dirinci dalam: 
1) Alasan pemaaf umum, yang terdiri atas: 
Ketidakmapuan bertanggung jawab 
(onteorekeningsvatbaarheid non compoa mentis) 
                                                           
39Ibid., Hal. 72 
40Lamintang, 1997.Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 204 
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sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
maksudnya menurut pasal ini terdakwa tidak dapat dihukum 
karena ketidakmampuannya bertanggung jawab misalnya 
karena kurang sempurna akalnya, idiot atau cacat sejak lahir, 
kelainan jiwa atau sakit jiwa. 
a. Daya paksa dalam arti sempit (overmath in enge 
zin)sebagiamana Pasal 48 KUHP. Maksud dari pasal 
tersebut adalah dalam keadaan terpaksa yang diartikan 
baik paksaan bathin, maupun lahir, rohani, maupun 
jasmani dan kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, 
misalnya kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat 
dilawan atau suatu overmacht. 
b. Perintah jabatan tidak sah (onbevoegd gegeven 
ambtelijkbevef) sebagaimana Pasal 51  ayat (2) KUHP . 
Maksudnya, perintah harus diberikan oleh kuasa yang 
berhak untuk memberikan perintah itu. Jadi kuasa tersebut 
tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan 
perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang 
telah dilakukannya. Namun jika orang itu dengan itikad 
baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan 
oleh kuasa yang berhak atas itu, maka menurut ayat 2 
dalam pasal ini, orang ini tidak dapat dihukum. 
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2) Alasan Pemaaf Khusus. 
Di dalam Buku II KUHP terdapat dasar penghapusan pidana 
khusus yaitu :41 
a. Pasal 164 dan 165 KUHP yang tidak pada waktunya 
menyampaikan permufakatan jahat untuk melakukan 
atau niat untuk melakukan yang tertera pada pasal-
pasal 104, 106, 107, 108 dan pada saat kejadian masih 
dapat dicegah dengan sengaja tidak 
memberitahukannya kepada pejabat kehakiman 
(kejaksaan) atau kepolisian atau kepada yang 
terancam apabila kejahatan benar-benar dilakukan. 
Pasal 166 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pada 
kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang 
dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan 
bahaya penuntutan pidana bagi dirinya atau keluarga 
sedarah atau semendanya, suami/istrinya atau bekas 
suami/istrinya, yang berhubungan dengan jabatan atau 
pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi 
saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam pasal 
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A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hal. 201-202 
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166 KUHP merupakan dasar penghapus pidana 
khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu. 
b. Pasal 221 ayat (1) ke 1 dan ke 2 KUHP mengancam 
barangsiapa yang menyembunyikan atau membantu 
untuk melepaskan diri dari penyidikan lanjutan atau 
penahanan seseorang yang telah melakukan delik atau 
dituntut karena melakukan kejahatan atau pun 
menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan 
maksud untuk menutup kejhatan tersebut atau untuk 
mempersulit penyidikan lanjutan perkara tersebut. 
Pasal 221 ayat (3) menyatakan pasal 221 ayat (1) tidak 
berlaku bagi mereka yang menyembunyikan atau 
membantu penjahat tersebut adalah anaknya atau 
kerabat semenda menurut garis lurus atau suami/istri 
ataupun bekas suami/istrinya. 
c. Pasal 310 ayat (3)  menyatakan : Barangsiapa yang 
mencemarkan nama baik orang lain baik lisan maupun 
tertulis, tidak dipidana jika ia melakukannya demi 
kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. 
Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak 
melawan hukum. 
3) Alasan Pemaaf diluar Undang-Undang yang terdiri atas 
: 
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a. Tak ada kesalahan sama sekali disingkat taksi atau 
tkss (afwezighed van alle schuld, disingkat avas). 
Meskipun dikatakan tidak ada kesalahan sama 
sekali, alasan penghapusan pidana tidak 
menghendaki bahwa semua kesalahan, semua 
celaan tidak ada sama sekali. Maksudnya bahwa 
pembuat telah cukup berusaha untuk tidak 
melakukan delik, yang disebut : sesat yang dapat 
dimaafkan. 42 
b. Alasan peniadaan pidana piutatif (putatieve 
strafuitslutingsgronden).Perbuatn yang dituduhkan 
kepada terdakwa tidak melanggar kepentingan 
hukum yang hendak dilindungi pembentuk undang-
undang meskipun semua bagian tertulis dari 
rumusan delik terpenuhi. 
Kedua alasan diatas adalah menurut M.v.T 
mengemukakan apayang disebut dengan alasan-
alasan tak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan 
seseorang atau alasan-alasan tidak dapat 
dipidananya seseorang.43 
 
                                                           
42J.E.Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 70 
43Lamintang.Opcit. halm 225 
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C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat 
1. Defenisi dan Lahirnya Hukum Adat 
a. Defenisi Hukum Adat 
Hukum adat itu secara langsung selalu membawa pada dua 
keadaan yaitu tertulis dan tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum raja 
dan hukum rakyat, dan seterusnya.Membawa pada dua keadaan itu 
justru sifat dari pembawaan hukum adat itu sendiri.44 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,“adat” berarti “kebiasaan, 
aturan atau perbuatan yang lazim dan diturut atau dilakukan sejak 
dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud 
gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, 
dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu 
sistem.” 
Sementara Kusumadi Pudjosewojo mengertikan “adat” sebagai 
tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, 
akan) diadakan”45 
Menurut Kamus Dewan, Adat merupakan suatu peraturan yang 
diamalkan secara turun temurun( sejak dahulu kala) di dalam 
masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus 
                                                           
44 Bushar Muhammad, 2006, Asas-Asas Hukum Adat ( Suatu Pengantar),PT. Pradnya Paramita, 
Jakarta, Halm.8 
45 Muchsin, 2005, Ikhtisar Hukum Indonesia, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, Halm. 116 
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dipatuhi. Adat juga didefenisikan sebagai suatu cara yang sudah 
menjadi kebiasaan. Etimologi perkataan adat adalah dari bahasa 
arab“aadah” yang berarti kebiasaan adatu sesuatu perbuatan yang 
dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan 
dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.46 
Menurut Van Dijk, Adat merupakan kesusilaan dan kebiasaan di 
semua lapangan hidup dan semua peraturan dan tingkah laku47, 
sehingga adat bisa dikatakan sebuah kebiasaan yang hidup di 
masyarakat. 
Adat merupakan kebiasaan yang terintegrasikan dengan kuatnya 
dalam masyarakat dan merupakan pencerminan dari pada kepribadian 
suatu bangsa, yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa 
bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.Oleh karena itu, tiap 
bangsa di dunia memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu 
dengan yang lainnya tidak sama. Justru ketidaksamaan itulah 
merupakan suatu unsur yang terpenting yang memberikan identitas 
kepada bangsa yang bersangkutan. 
Jadi, Hukum adat adalah keseluruhan perbuatan-perbuatan 
pelanggaran adat beserta segalah sesuatu yang mengganggu keadaan 
                                                           
46 S. Gazalba, 1990, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Pustaka, Jakarta. Halm. 296 
47Ibid, halm. 297 
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keseimbangan masyarakat adat, dan menyimpang dari aturan adat 
yang berlaku. 
Soerjono Soekanto dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat 
Indonesia”mengemukakan “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan 
tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd) dan bersifat paksaan 
(dwang), mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat 
hukum (rechtsgevolg) kompleks ini disebut hukum adat (adatrecht). 
Jadi, maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan keseluruhan 
adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa 
kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.48 
Dalam konteks hukum adat tindak pidana (delik adat) tidak saja 
meliputi setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian individual 
tetapi juga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan sosial. 
2. Jenis Delik Adat 
  Di dalam buku Van Vollenhoven jilid II yang diikuti oleh R. 
Soepomo, ada beberapa jenis delik tertentu:49 
a) Jenis Delik Yang Paling Berat. 
  Yaitu pelanggaran atas keseimbangan antara dunia lahir dan 
dunia gaib yang diantaranya adalah : 
                                                           
48 Bushar Muhammad, Op.Cit, halm.11 
49Ibid.halm 250 
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1. Perbuatan Penghinaan. 
Perbuatan penghinaan kepada kepala suku merupakan 
suatu contoh yang memperkosa keselamatan 
masyarakat dalam arti yang sebenarnya dan sekaligus 
dinilai sebagai perbuatan menentang kehidupan 
masyarakat. 
2. Membuka Rahasia Masyarakat. 
Sekongkol dengan golongan musuh termasuk delik 
penghinaan dan merupakan delik yang berat.Tidak 
jarang reaksi adat adalah hukuman mati. 
3. Perbuatan Mengadakan Pembakaran. 
Memusnahkan rumah-rumah adalah menentang 
keselamatan masyarakat dan merusak keseimbangan 
tiada tara. Orang-orang yang melakukan pembakaran 
dapatdikeluarkan dari persekutuan dapat dibunuh atau 
dibuang seumur hidup. 
4. Perbuatan Menghina Secara Pribadi terhadap Kepala 
Adat. 
Penghinaan terhadap kepala adat atau kepala suku 
atau raja dianggap melibatkan atau merusak 
keseimbangan masyarakat karena kepala adat, kepala 
suku atau raja adalah simbol penjelmaan masyarakat 
itu sendiri. 
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5. Perbuatan Sihir atau Tenung. 
Di dalam sistem hukum adat,perbuatan ini digolongkan 
dalam delik yang berat karena merupakan perbuatan 
yang mencelakai seluruh masyarakat.Tidak jarang 
perbuatan itu dihukum dengan hukuman mati, kadang-
kadang dengan jalan dicekik atau ditenggelamkan 
dalam air hingga mati. 
6. Perbuatan Incest. 
Ada 4 (empat) macam incest,yaitu : 
a. Suatu hubungan seksual antara dua orang yang 
menurut hukum adat tidak boleh melakukan 
perkawinan (pelanggaran terhadap eksogami). 
b. Pelanggaran terhadap hubungan darah yang terlalu 
dekat menurut aturan Hukum Adat. 
c. Hubungan seksual antara dua orang dengan 
berlainan kasta. 
d. Hubungan sumbang antara orang tua dengan 
anaknya. 
Hukuman terhadap delik ini adalah hukuman mati 
. 
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b) Jenis Delik yang Menentang Kepentingan Hukum 
Masyarakat dan Famili. 
Jenis delik ini antara lain : 
1. Hamil diluar perkawinan, apabila tidak dilakukan 
perkawinan untuk menaggulangi keadaan, maka 
padasuku bugis perempuan itu dibunuh oleh 
keluarganya sendiri dan bila dia sempat melarikan diri 
ke kediaman raja atau kepala adat diusahakan supaya 
kawin dengan orang tertentu agar anak yang akan lahir 
berada dalam status perkawinan. 
 Menurut Dr. Lublink Weddick ada 4 (empat) macam 
gejala adat, hukuman yang dijatuhkan berupa denda 
dan membasuh dusun, laki-laki yang bersangkutan 
mengawini gadis tersebut, dan bila tidak maka harus 
memberi uang penyingsingan kepada pihak yang 
terkena.Kemudian ditegaskan lagi bahwa istilah yang 
digunakan bagi orang yang melakukan hubungan 
seksual di luar perkawinan dan kemudian hamil disebut 
bergubangan, dengan kategori:50 
a. Bujang dan gadis bergubangan kemudian hamil; 
b. janda bergubangan kemudian hamil; 
                                                           
50http://www.setungguan.webs.com/AdatMenurutHukum.html diakses tanggal 18 Desember 
2012. 
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c. laki-laki berzinah kepada gadis atau janda tidak 
hamil; 
d. hamil gelap. 
2. Melarikan Anak Perempuan. 
Terutama pada suku Bugis dan Makassar, delik ini 
dapat menimbulkan timbulnya delik lain yaitu 
mempertahankan siri’ keluarga yang bisa 
mengakibatkan dua keluarga saling membunuh. 
3. Perbuatan Zinah. 
Pada suku Batak harus melaksanakan Pangurasoin.Di 
dalam hal ini khusus bila tertangkap, laki-laki yang 
melakukan dapat segera dibunuh oleh keluarga yang 
dihina. 
c) Jenis Delik Adat Yang Umum Terjadi. 
Pembunuhan. 
Terhadap perbuatan ini dapat diberikan reaksi adat yang 
seberat-beratnya dan kemudian membayar denda berupa 
hewan besar sebagai pembasuh dusun karena tanpa ini 
suatu kutukan yang dialami masyarakat akan terus terjadi 
berupa bala bencana pada masa yang akan datang. 
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d) Jenis Delik Yang dianggap Delik adat tetapi disuku lain 
itu dianggap sebagai hal biasa. 
Jual Beli manusia (budak belian) dan pemenggalan kepala 
bagi masyarakat Dayak bukan merupakan suatu delik, 
namun disuku Bugis Makassar hal ini merupakan delik berat. 
 
e) Jenis Delik Adat Terhadap Harta Benda. 
Jenis delik ini merupakan delik pencurian.Menurut hukum 
adat tradisional pada umumnya di seluruh Indonesia orang 
yang mencuri dihukum membayar denda kepada orang yang 
dicuri barangnya. 
 
3. Sanksi Adat 
   Sebuah pepatah mengatakan bahwa “Lain Padang Lain 
Ilalang, Lain Lubuk Lain ikannya”, begitu pula lain masyarakat 
lain pula adat istiadatnya dan lain pula delik adatnya serta lain 
pula cara penyelesaiannya.  
   Seperti yang telah dijelaskan diatas, jika seseorang telah 
melakukan suatu tindak pidana adat atau delik adat,maka atas 
perbuatannya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang telah dilakukannya yang diwujudkan dalam 
bentuk sanksi adat atau reaksi adat. 
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   Menurut Soepomo, reaksi adat misalnya:51 
a. Mengganti kerugian inmateriil dalam berbagai rupa seperti 
paksaan menikahi gadis tang telah dicemarkan. 
b. Membayar uang adat kepada orang yang terkena 
(korban)yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti 
kerugian rohani. 
c. Selamatan ( seperti membasuh dusun, membersihkan 
matahari dan bulan, membersihkan tanah air dan lain-lain) 
untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. 
d. Menutup malu, meminta maaf. 
e. Berbagai hukuman badan, seperti hukuman mati yang 
dilakukan dengan berbagai cara bergantung adat suatu 
daerah, misalnya dicekik, dibakar, digantung, dan lain-lain. 
f. Mengasingkan orang tersebut dari masyarakat serta 
meletakkan orang itu diluar tata hukumnya. 
4. Hukum Adat Bugis Makassar (Siri’ Na Pesse ) 
Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, 
Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam 
jargon yang mencerminkan identititas serta watak orang 
Sulawesi Selatan, yaitu “Siri’ Na Pacce”.Secara lafdzhiyah 
“Siri’” berarti Rasa Malu (harga diri), sedangkan “Pacce” atau 
dalam bahasa Bugis disebut “Pesse” yang berarti Pedih/Pedas 
                                                           
51Soepomo.2003. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita. Jakarta. Halm 94 
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(Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam 
kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau 
kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan 
empati).52 
a. Pengertian Siri na Pacce 
Laica Marzuki (1995) pernah menyebut dalam disertasinya 
bahwa pacce sebagai prinsip solidaritas dari individu Bugis 
Makassar dan menunjuk prinsip getteng, lempu, acca, warani 
(tegas, lurus, pintar, berani) sebagai empat ciri utama yang 
menentukan ada tidaknya Siri’. 
Siri’ yang merupakan konsep kesadaran hukum dan 
falsafah masyarakat Bugis-Makassar adalah sesuatu yang 
dianggap sakral “Siri’ Na Pacce” (bahasa Makassar) atau 
“Siri’ na Pesse’” (bahasa bugis) adalah dua kata yang tidak 
dapat dipisahkan dari karakter orang Bugis-Makassar dalam 
mengarungi kehidupan di dunia ini.Begitu sakralnya kata itu, 
sehingga apabila seseorang kehilangan Siri’nya atau De’ni 
gaga Siri’na, maka tak ada lagi artinya dia menempuh 
kehidupan sebagai manusia.Bahkan orang Bugis-Makassar 
berpendapat kalau mereka itu sirupai olo’ kolo’e (seperti 
                                                           
52 http://fairuzelsaid.wordpress.com/2011/06/27/siri-na-pacce/diakses tanggal 8 Januari 2013. 
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binatang). Petuah Bugis berkata Siri’mi Narituo (karena malu 
kita hidup ). 
Siri’ adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi 
harkat dan martabat manusia, rasa dendam (dalam hal-hal 
yang berkaitan dengan kerangka pemulihan harga diri yang 
dipermalukan). Jadi Siri’ adalah sesuatu yang tabu bagi 
masyarakat Bugis-Makassar dalam interaksi dengan orang 
lain. 
Sedangkan pacce/pesse merupakan konsep yang 
membuat suku ini mampu menjaga solidaritas kelompok dan 
mampu bertahan di perantauan serta disegani.Pacce 
merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung 
beban dan penderitaan orang lain, meskipun berlainan suku 
dan ras. Jadi, kalau pepatah Indonesia mengatakan “ Ringan 
sama dijinjing, berat sama dipikul ”. Itulah salah satu aplikasi 
dari kata pacce, jadi Siri’ skopnya dalam skala intern, sedang 
pacce bersifat intern dan ekstern, sehingga berlaku untuk 
semua orang. 
b. Jenis-jenis Siri’ 
Zainal Abidin Farid (1983) membagi Siri’, dalam dua 
jenis: 
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Pertama adalah Siri’ Nipakasiri’, yang terjadi bilamana 
seseorang dihina atau diperlakukan di luar batas kemanusiaan. 
Maka ia (atau keluarganya bila ia sendiri tidak mampu) harus 
menegakkan Siri’nya untuk mengembalikan Dignity yang telah 
dirampas sebelumnya. Jika tidak ia akan disebut mate siri (mati 
harkat dan martabatnya sebagai manusia). 
Untuk orang bugis makassar, tidak ada tujuan atau 
alasan hidup yang lebih tinggi daripada menjaga Siri’nya, dan 
kalau mereka tersinggung atau dipermalukan (Nipakasiri’) 
mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk 
memulihkan Siri’nya dari pada hidup tanpa Siri’.Mereka terkenal 
dimana-mana di Indonesia dengan mudah suka berkelahi kalau 
merasa dipermalukan yaitu kalau diperlakukan tidak sesuai 
dengan derajatnya. Meninggal karena Siri’ disebut “Mate 
nigollai”, “mate nisantangngi” artinya mati diberi gula dan santan 
atau mati secara manis dan gurih atau mati untuk sesuatu yang 
berguna. 
Sebaliknya, hanya memarahi dengan kata-kata seorang 
lain, bukan karena Siri’ melainkan dengan alasan lain dianggap 
hina. Begitu pula lebih-lebih dianggap hina melakukan 
kekerasan terhadap orang lain hanya dengan alasan politik atau 
ekonomi, atau dengan kata lain semua alasan perkelahian 
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selain daripada Siri’ dianggap semacam kotoran jiwa yang 
dapat menghilangkan kesaktian. Tetapi kita harus mengerti 
bahwa Siri’ itu tidak bersifat menentang saja tetapi juga 
merupakan perasaan halus dan suci.Seseorang yang tidak 
mendengarkan orangtuanya kurang Siri’nya.Seorang yang suka 
mencuri, atau yang tiodak beragama, atau tidak tahu sopan 
santun semua kurang Siri’nya”. 
Yang kedua adalah :Siri’ Masiri’, yaitu pandangan hidup 
yang bermaksud untuk mempertahankan, meningkatkan atau 
mencapai suatu prestasi yang dilakukan dengan sekuat tenaga 
dan segala jerih payah demi Siri’ itu sendiri, demi Siri’ keluarga 
dan kelompok. Ada ungkapan bugis “Narekko sompe’ko, aja’ 
muancaji ana’guru, ancaji Punggawako” (Kalau kamu pergi 
merantau janganlah menjadi anak buah, tapi berjuanglah untuk 
menjadi pemimpin). Nenek moyang almarhum Tun Abdul 
Razak, Mantan Perdana Menteri Malaysia bernama Karaeng 
Haji, salah seorang putera Sultan Abdul Jalil Somba Gowa XIX 
yang di merantau ke Pahang dan dikenal dengan Toh Tuan, 
meninggalkan Gowa pada abad XVIII karena masalah Siri’, 
perebutan kekuasaan raja Gowa antar saudara. 
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C. Nilai-nilai Siri’ na Pacce 
Nilai filosofis siri’ na pacce merepresentasikan pandangan 
hidup orang Bugis – Makassar mengenai berbagai persoalan 
kehidupan meliputi : 
   prototipe watak orang Makassar yang terdiri atas : 
1) reaktif ; 
2) militant; 
3) optimis; 
4) konsisten;  
5) loyal;  
6) pemberani, dan 
7) konstruktif. 
Nilai etis siri’ na pacce terdapat nilai-nilai etis meliputi : 
(1) teguh pendirian,  
(2) setia,  
(3) tahu diri,  
(4) berkata jujur  
(5) bijak,  
(6) merendah,  
(7) ungkapan sopan untuk sang gadis,  
(8) cinta kepada Ibu, dan  
(9) empati. 
 
Nilai estetis siri na pacce meliputi: 
 
(1) nilai estetis siri’ na pacce alam non insani terdiri atas: 
 
(a) benda alam tak bernyawa, 
(b) benda alam nabati,  
(c) alam hewani  
 
(2) nilai estetis siri’ na pacce alam insani. 
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D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
 Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang 
mendapat awalan pe- dan akhiran –anyang mengandung makna 
mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api 
dan/atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. 
 Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai 
pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang 
pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang 
berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet 
dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya 
orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki 
oleh Undang –Undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat 
meningggalnya orang lain , sudah jelas dari uraian diatas bahwa tindak 
pembunuhan itu merupakan suatu delik material. 
Menurut Purwadarmita (1976:169): “pembunuhan berarti 
perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh”. Dalam peristiwa 
pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang 
dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut 
pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang 
dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan 
Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
menerangkan: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang lain, dipidana  karena pembunuhan, dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun.” 
Apabila rumusan pasal di atas diperinci, maka unsur-unsur tindak 
pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-
Undang hukum Pidana terdiri dari: 
a.    Unsur obyektif: menghilangkan nyawa orang lain; 
b.    Unsur subyektif: dengan sengaja; 
Perlu dikemukakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa 
orang lain sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 
1.    Adanya wujud perbuatan; 
2.    Adanya akibat berupa kematian (orang lain); 
3.    Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara 
perbuatan dengan akibat berupa kematian. 
 
Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana syarat adanya wujud perbuatan tersebut 
mengandung perbuatan bahwa perbuatanmenghilangkan nyawa orang 
lain itu haruslah merupakan perbuatan positif dan aktif walaupun 
dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan harus diwujudkan 
55 
 
secara aktif dengan gerakan anggota tubuh dan tidak bersifat pasif atau 
diam. 
Wujud perbuatan tersebut di atas tidak menunjuk pada perbuatan 
tertentu, tetapi bersifat abstrak sehingga wujud 
perbuatan menghilangkan nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tersebut berupa bermacam-macam perbuatan, seperti 
membacok, memukul, membenturkan, menembak, termasuk perbuatan 
yang hanya sedikit saja menggerakkan anggota tubuh. 
Selain mensyaratkan adanya wujud perbuatan, Pasal 338 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana juga mensyaratkan timbulnya akibat, 
yaitu berupa hilangnya nyawa orang lain, artinya tindak pidana 
pembunuhan itu baru terjadi setelah terjadinya hilangnya nyawa orang 
karena suatu perbuatan tertentu.Adanya persyaratan timbulnya akibat 
ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam 
Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak 
pidana materiil.Artinya tindak pidana tersebut baru dapat dikatakan 
selesai setelah terjadinya akibat, tidak hanya dilakukan suatu 
perbuatan. 
Patut juga dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
istilah “nyawa orang” dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana adalah nyawa orang lain. Tanpa melihat pembunuhan itu 
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dilakukan terhadap siapa.Artinya terhadap siapapun pembunuhan 
dilakukan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap dapat 
diterapkan. 
Dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga 
ditentukan adanya unsur kesengajaan. Kesengajaan di sini haruslah 
ditafsirkan secara luas, yakni harus mencakup 3 unsur kesengajaan, 
yakni: 
1.    Sengaja sebagai niat; 
2.    Sengaja insyaf akan kepastian dan keharusan; 
3.    Sengaja insyaf akan kemungkinan. 
 
3. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
Bentuk-bentuk kejahatan pembunuhan secara yuridis diatur 
dalam Buku II, Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena 
banyaknya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan, maka yang akan 
dibahas adalah bentuk bentuk tindak pidana pembunuhan yang diatur 
dalam pasal 338, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347 dan pasal 348 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.1.    Tindak pidana yang dilakukan 
dengan sengaja. Tindak pidana pembunuhan ini meliputi beberapa 
tindak pidana pembunuhan, yaitu: 
a. Tindak pidana pembunuhan biasa (doodslag), diatur dalam 
Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
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Aturan dalam pasal 338 KUHP ini disebut juga dengan 
“kejahatan Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok.”Diatas  telah  
dijelaskan bahwa tindak pidana pembunuhan dalam bentuk 
pokok ataupun yang oleh pembentuk undang-undang telah 
disebut dengan kata “doodslag”, diatur dalam Pasal 338 
KUHP.yang pada pokoknya menentukan “Barangsiapa 
dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum 
karena makar mati dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima belas tahun”. Tindak pidana pembunuhan 
merupakan suatu tindak pidana materiil atau “materiil delict”, 
yaitu suatu tindak pidana yang dianggap sebagai suatu tindak 
pidana apabila telah selesai dilakukannya perbuatan yang 
dimaksud dan timbullah akibat itu dilarang oleh undang-
undang. 
1. Unsur Kesengajaan 
Unsur kesengajaan ini adalah kesalahan dari 
tindak pidana pembunuhan. Seperti kita ketahui 
bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, 
kesalahan itu ada 2 bentuk yaitu : 
a. Kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzet 
atau dolus ); 
b. Kesalahan dalam bentuk kelalaian (culpa). 
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 Dalam teori ada 3 corak kesengajaan yang 
berlaku bagi tindak pidana pembunuhan, ketiga 
corak tersebut adalah : 
a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai 
suatu tujuan ( yang dekat); (dolus directus atau 
opzet aloogmerk); 
b. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan 
(dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet; 
c. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet 
wet zekerheit sbewuzjin atau 
noodzaheidwustzjin). 
2. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
 Dalam pengertian menghilangkan nyawa 
orang lain terdapat 2 unsur, yaitu: 
1. Adanya orang mati; 
2. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian 
itu. 
 
b. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam 
Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 Pasal 340 KUHP ini juga disebut juga dengan 
pembunuhan dalam bentuk yang memberatkan.Bentu-
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bentuk pembunuhan yang memberatkan ini diatur dalam 
pasal 340 KUHP.Faktor yang menyebabkan pembunuhan 
yang diatur dalam pasal 340 KUHP ini menjadi lebih berat 
ancaman pidananya dari pembunuhan pokoknya, ialah 
karena pelaksanaannya dilakukan dengan direncanakan 
terlebih dahulu, dan juga adanya tempo bagi si 
pelakuuntuk dengan tenang memikirkannya. Misalnya 
dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan 
yang sebenarnya, tempo itu dapat dipergunakan untuk 
membatalkan niatnya, tetapi tidak dipergunakan. 
 Pasal 340 KUHP 
“barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu 
merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan 
dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling 
lama dua puluh tahun” 
  Dari rumusan ketentuan tindak pidana pembunuhan 
dengan direncanakan lebih dahulu diatas dapat diketahui 
bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut : 
a. Unsur dengan sengaja; 
b. Unsur menghilangkan nyawa seseorang; 
c. Untuk direncanakan terlebih dahulu. 
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Pembunuhan yang terdapat pada pasal 340 KUHP ini 
dinamakan pembunuhan yang direncanakan terlebih 
dahulu atau disebut juga moord. 
c. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi atau anak, 
diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
  Pasal 341 KUHP ini disebut dengan pembunuhan 
dalam bentuk yang lebih ringan dari bentuk 
pokoknya.Faktor yang menyebabkan pembunuhan yang 
diatur dalam pasal ini menjadi ringan ancaman pidananya 
dari pada pembunuhan dalam bentuk 
pokoknya.Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada 
saat atau tidak lama setelah dilahirkan.Bentuk 
pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya 
pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam 
praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. 
d. Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban, 
diatur dalam Pasal 334 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana. 
e. Tindak pidana pembunuhan terhadap diri sendiri 
(menghasut, member pertolongan,  dan upaya terhadap 
korban bunuh diri), diatur dalam Pasal 345 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
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f. Tindak pidana pengguguran kandungan, diatur dalam 
Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. 
g. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya 
unsur kesengajaan, diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
E. Pertimbangan Hukum Hakim  
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.Oleh 
karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus 
memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-
hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat 
formal maupun meteriil sampai dengan adanya kecakapan teknik 
membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja 
diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang 
adanya sikap atau sifat kepuasaan moral jika kemudian putusan yang 
dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau 
dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi 
hukum serta kepauasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan 
tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.53 
                                                           
53
Lilik Mulyadi, 2007. Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Jakarta : Ikahi, hlm 25 
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Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka 
diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan 
kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 
pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada di 
dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti 
melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah 
maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya 
bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas 
sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak 
asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.54 
Jika seorang hakim menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan 
selalu berusaha agar putusannya sebarapa mungkin dapat diterima 
masyarakat, setidak-tidaknyaberusaha agar lingkungan orang yang 
akan dapat menerima putusannya seluas mungkin. Hakim akan 
merasalebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasaan 
pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-
alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai 
kebenaran dan keadilan. 
                                                           
54 Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana(Sebuah Catatan Khusus), (Bandung: 
Mandar Maju,1999), hlm. 15. 
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Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, 
hakim membuat pertimbangan-pertimbangan.Dalam menjatuhkan 
pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih 
banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan 
yang bersifat non-yudiris. 
 
1. Pertimbangan Yuridis 
Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama 
dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.Hakim 
sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang 
dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang 
sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut 
adil, ada kemanfaatan, atau memberikan kepastian hukum jika 
ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah 
menciptakan keadilan55 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di 
antaranya:  
                                                           
55 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, PT. 
Sinar Grafika, Cirebon. Halm 126. 
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a. Dakwaan jaksa penuntut umum; 
b. Keterangan saksi; 
c. Keterangan terdakwa;  
d. Barang-barang bukti; 
e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. 
 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 
ayat (1) KUHAP).Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian 
tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat 
pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). 
Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun 
subsidair.Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih 
mungkin melakukan satu perbuatan saja.Namun, apabila lebih dari satu 
perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif.Oleh karena 
itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, 
kedua, ketiga dan seterusnya.56 Selanjutnya dakwaan alternative 
                                                           
56Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,2006), hal.125.  
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disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan 
hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang 
menurut pertimbangannya telah terbukti.  
Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan 
dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun 
penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair 
atau subsidair.Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan 
pengadilan dalam menjatuhkan putusan. 
b. Keterangan Saksi 
Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam 
Pasal 184KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan 
harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang 
pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang 
diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut 
dengan istilah de auditu testimonium. 
Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di 
persidangan.Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai 
kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya.Untuk 
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itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan.Yakni 
dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia 
terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia 
lihat dan dia alami sendiri.Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu 
peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia 
alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya 
dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan 
kesaksian de auditu.57 
c. Keterangan Terdakwa 
Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa58 adalah apa yang 
dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau 
yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.38 Dalam praktek 
keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan 
penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan 
penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. 
Keterangan juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang 
diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat 
hukum.Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa 
penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang 
                                                           
57 SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 75.   
58Pasal 189 KUHAP. 
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didakwakan kepadanya.Dengan demikian, keterangan terdakwa yang 
dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana 
sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai 
alat bukti. 
d. Barang Bukti 
Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah 
semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh 
penuntut umum di persidangan yang meliputi:59 
1. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 
diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
dari tindak pidana.  
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. 
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana.  
4. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana. 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana.  
Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam 
alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat 
bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 
keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti 
namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat 
dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam 
pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila 
                                                           
59Pasal 39 ayat (1) KUHAP. 
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perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau 
memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan 
selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.60Adanya 
barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah 
keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih 
yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun 
para saksi.  
e. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana 
Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal 
yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-
pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan 
oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi 
yang dilanggar oleh terdakwa. 
Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak 
pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.Penuntut 
umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui 
alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak 
memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang 
tentang tindak pidana.Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi 
unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut 
                                                           
60Pasal 181 ayat (3) KUHAP. 
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hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal 
yang didakwakan kepadanya. 
Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat 
dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang 
didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan.Keseluruhan putusan hakim yang diteliti 
oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasalpasal dalam undang-
undang yang dilanggar oleh terdakwa.Tidak ada satu putusan pun yang 
mengabaikannya.Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut 
umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, 
yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta 
hukum. 
2. Pertimbangan Non Yuridis  
Apabila seorang terdakwa baik di mata hakim, maka dapat saja 
hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa, sehingga 
dapat pula terjadi dua orang terdakwa dalam kasus yang sama, salah 
satu dari terdakwa tersebut adalah baik di mata hakim, sedangkan 
terdakwa yang lain tidak, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap kedua tedakwa tersebut bisa saja berbeda. Penilaian hakim 
terhadap terdakwa dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan 
budaya. 
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Ditinjau dari aspek sosial, seorang terdakwa yang memiliki status 
sosial yang tinggi, akan membawa penilaian hakim yang berbeda 
dengan terdakwa yang memiliki status sosial yangrendah dalam 
menjatuhkan putusan pidana bersyarat. Demikian pula dari aspek 
ekonomi, seorang terdakwa yang memiliki kekayaan lebih, akan 
membawa penilaian hakim yang berbeda pula dengan tedakwa yang 
miskin. Ditinjau dari aspek politik, seorang terdakwa yang bestatus 
sebagai pejabat, akan membawa penilaian hakim yang berbeda dengan 
terdakwa yang berstatus sebagai rakyat biasa. Demikian pula halnya 
ditinjau dari aspek budaya,seorang terdakwa yang memiliki kharisma 
dan dihormati oleh masyarakat, akan membawa penilaian hakim yang 
berbeda dengan terdakwa yang tidak memiliki kharisma.  
Ditinjau dari aspek filosofis, merupakan yang berintikan pada 
keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis, 
mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. 
Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan 
pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang 
mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan61 
Selain aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, filosofis dan 
sosiologis.masih ada aspek lain yang dapat berpengaruh terhadap 
penilaian hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap 
                                                           
61 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, PT. 
Sinar Grafika, Cirebon. Halm 126. 
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terdakwa, yakni aspek psikologis. Aspek psikologis ini dapat berupa 
rasa kasihan atau rasa simpati hakim terhadap terdakwa. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data 
agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan 
mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di 
tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan 
permasalahan di atas maka penelitian yang dilakukan meliputi: 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Untuk penelitian lapangan Penulis memilih lokasi di 
Pengadilan Negeri Sengkang. Pemilihan lokasi ini didasari  instansi 
tersebut karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini 
tersedia di instansi-instansi tersebut. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak 
yang terkait sehubungan dengan penelitian yang diperoleh 
pada lokasi penelitian. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kasus 
kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-
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buku, laporan-laporan, internet dan sebagainya yang berkaitan 
dengan pembahasan dalam penelitian ini. 
 
C. Teknis Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh 
data, maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan 
tujuan penelitian. Sehingga dengan demikian Penulis dapat memiliki 
metode yang jelas mengenai mekanisme perolehan data atau 
jawaban yang diperlukan. Dengan demikian untuk memperoleh data 
yang sesuai dengan tujuan penelitian maka Penulis akan 
menggunakan metode studi pustaka dan penelitian lapangan yang 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Studi pustaka merupakan penyelidikan melalui penelaan buku-
buku kepustakaan dan berbagai sumber bacaan dengan 
mengkaji teori-teori yang ada dalam literatur hukum pidana, 
peraturan lalu lintas serta karya ilmiah yang berhubungan 
dengan masalah kealpaan pada kecelakaan lalu lintas. 
b. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang harus turun ke 
lapangan atau objek penelitian. Dengan memperoleh data-data 
yang ada hubungannya tentang pemidanaan terhadap tindak 
pidana pembunuhan ditinjau dari delik adat. 
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D. Teknis Analisis Data 
Metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Data yang diperoleh 
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknis analisis 
kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. 
Data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data 
sekunder yang di analisis dengan analisis kualitatif kemudian  
disajikan secara deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataan 
di lapangan. 
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, 
yaitu penarikan kesimpulan daari penjelasan –penjelasan yang 
diambil dari pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan  
(baik berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh 
di lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan 
kesimpulan yang bersifat umum. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif 
Indonesia. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penegakan hukum 
pidana materiil dalam kasus putusan No 96/Pid.B/2012/PN.SKG, 
maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan 
putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa 
pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini.  
1. Posisi Kasus 
Korban A. Firmansyah telah melamar keponakan dari terdakwa 
Tenri S.Sos bin Wero yang bernama Sasriani binti Pasaung. Setelah 
melamar korban A. Firmansyah merantau dan tak kunjung menikahi 
Sasriani binti Pasaung. Keluarga Sasriani binti Pasaung merasa malu 
atas kejadian tersebut.  
Dalam perantauannya korban A. Firmansyah telah menikah dan 
melukai hati keluarga Sasriani binti Pasaung. Setelah 3 (tiga) tahun 
dalam perantauan korban A.Firmansyah kembali ke Sengkang yang 
hendak menjemput Sasriani binti Pasaung dan membawanya dalam 
perantauan. 
Terdakwa Tenri Liweng Alias Tenri S.Sos bin Wero adalah paman 
dari Sasriani binti Pasaung. Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri S. Sos 
bin Wero pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekitar pukul 22.30 
Wita bertempat di RSUD Lamadukelleng Sengkang Kecamatan Tempe 
Kabupaten Wajo terdakwa hendak keluar dari kompleks RSUD 
Lamadukelleng Kabupaten Wajo untuk pulang ke rumahnya di daerah 
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Arajang Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo setelah 
membesuk keluarganya yang dirawat inap. 
Pada waktu terdakwa berjalan kemudian terdakwa melihat dan 
menghapiri korban A. Firmansyah, S.E. menanyakan kepada korban 
“kenapa tidak pernah ke Gilireng” dan dijawab oleh korban “kenapa kau 
urusi” setelah mendengar jawaban dari korban kemudian terdakwa 
mendekatinya dan korban marah kepada terdakwa kemudian korban 
mencabut badik yang dibawanya dan dilawan oleh terdakwa.   
Korban lari menuju ke arah utara yang masih di dalam kompleks 
RSUD Lamadukelleng Kabupaten Wajo dan didapat oleh terdakwa yang 
pada waktu tersebut di atas sama-sama memegang badik di tangannya 
masing-masing dan terdakwa langsung melakukan penikaman di tubuh 
korban berkali dan jatuh tersungkur dilantai RSUD Lamadukelleng 
Sengkang Kabupaten Wajo yang sebelumnya korban melakukan 
penikaman terlebih dahulu kepada terdakwa tetapi sempat ditangkis 
oleh terdakwa dan tidak mengenai, penikaman yang dilakukan oleh 
terdakwa terhadap korban yaitu lebih dari satu kali pada bagian dada 
dan perut sebelah kanan yang mengakibatkan korban mengalami 
pendarahan sehingga meninggal dunia.  Setelah tersungkur korban 
kemudian terdakwa meninggalkan korban.  
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No 
96/Pid.B/2012/PN.SKG. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang 
disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Alternatif. 
Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang tindak 
pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan 
dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan 
dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh 
terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat 
dakwaan ada kata “atau”. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud 
agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dapat dilahat 
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dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor  
B-0873/R.4.19/Sengk./Ep.I/03/2012 sebagai berikut:  
Pertama     : Menyatakan Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, 
S.Sos bin Wero secara sah dan menyakinkan 
terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana 
“dengan sengaja melakukan penganiayaan 
menyebabkan mati”, sebagaimana diatur dan 
diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) 
KUHP;. 
Kedua      : perbuatan terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin 
Wero sebagaimana diatur dan diancam pidana 
menurut pasal 338 KUHPidana 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan jaksa penuntut umum, diajukan oleh penuntut umum 
setelah pemeriksaan disidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai 
dengan Pasal 182 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa surat 
tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana 
selesai dilakukan.  
 
Adapun tuntutan dalam perkara pidana dalam Putusan No 
96/Pid.B/2012/PN.SKG. dapat dilahat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, Nomor Register Perkara: B-0873/R.4.19/Sengk./Ep.I/03/2012  , 
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yang pada pokoknya meminta kepada majelis hakim untuk 
memutuskan:  
1. Menyatakan Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin 
Wero secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah telah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan 
penganiayaan menyebabkan mati”, sebagaimana diatur dan 
diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tenri Liweng alias 
Tenri, S.sos dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 
dengan diperkurangkan selama Terdakwa menjalani masa 
tahanan sementara;. 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
a) 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi garis 
hitam dan berlumuran darah. 
b) 1 (satu) lembar jaket warna hitam dan berlumuran 
darah. 
c) 1 (satu) pasang kaos tanasi igan warna coklat kombinasi 
hitam dan berlumuran darah. 
d) sebilah badik dengan panjang besi 9,3 cm lebar mata 
0,6 cm, gagang terbuat dari kayu. 
Dirampas untuk dimusnahkan. 
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp 2.500,00 - (dua ribu lima ratus  rupiah). 
 
4. Amar Putusan 
Adapun amar putusan dari perkara pidana No.B-
0873/R.4.19/Sengk./Ep.I/03/2012 sebagai berikut: 
a) Menyatakan Terdakwa TENRI LIWENG alias TENRI, S.Sos bin 
WERO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah 
melakukan tindak pidana “Pembunuhan”; 
b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan; 
c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan; 
d) Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; 
79 
 
e) Memerintahkan barang bukti berupa  :  
 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi garis hitam dan 
berlumuran darah. 
 1 (satu) lembar jaket warna hitam dan berlumuran darah. 
 1 (satu) pasang kaos tanasi igan warna coklat kombinasi hitam 
dan berlumuran darah. 
 sebilah badik dengan panjang besi 9,3 cm lebar mata 0,6 cm, 
gagang terbuat dari kayu. 
 sebilah badik dengan panjang besi panjang 19,5 cm, lebar mata 
3 cm gagangnya terbuat dari kayu dan mempunyai sarungnya; 
masing-masing dirampas untuk dimusnahkan. 
f) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar  biaya perkara  
sebesar      Rp. 3.000, 00 (tiga ribu rupiah); 
 
5. Analisa Penulis  
Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara 
fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana 
yang bersangkutan. Surat dakwaan yang disusun harus memenuhi 
persyaratan baik formil maupun materiil, sesuai dengan bunyi Pasal 
143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa syarat formil surat 
dakwaan meliputi : 
a) surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan 
penuntut umum pembuat surat dakwaan; 
b) Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas 
terdakwa yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan; 
Adapun syarat-syarat materiil surat dakwaan adalah  tentang : 
a) Tindak pidana yang dilakukan; 
b) Siapa yang melakukan tindak pidana; 
c) Dimana tindak pidana dilakukan; 
d) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan; 
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e) Bagaimana tindak pidana dilakukan; 
f) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik 
materiil); 
g) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut (delik-delik tertentu); 
h) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan; 
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut 
umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan 
merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak 
kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk 
melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. 
Dalam surat dakwaan uraiannya harus Jelas, maksudnya ialah 
penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
(delik) yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur 
delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian 
unsur-unsur delik yang dirumuskan  dalam pasal yang didakwakan 
harus dapat dijelaskan/ digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur 
dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai Pelaku 
(dader/pleger), pelaku peserta (mede dader/pleger), penggerak 
(uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya sebagai pembantu 
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(medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak 
pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. 
Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah 
terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscuur libel). Pendek kata, 
jelas berarti harus menyebutkan : 
1) Unsur tindak pidana yang dilakukan; 
2) fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur 
delik; 
3) cara perbutan materiil dilakukan. 
Selain harus jelas, surat dakwaan harus lengkap dimana dalam 
menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana 
yang dirumuskan dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada 
yang tercecer/ tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat 
dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, 
baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu 
dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun 
yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang 
pengadilan yang ketinggalan. 
Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau Pasal-Pasal yang 
mengatur tentang bentuk dan susunan Surat Dakwaan, sehingga dalam 
praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun 
Surat Dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan 
rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. 
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Menurut penulis surat dakwaan yang disusun oleh penuntut 
umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP, yaitu harus 
memuat tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum serta 
identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 
Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau 
teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan 
yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam 
dakwaan tidak berhasil dibuktikan. 
Dakwaan yang didakwakan merupakan dakwaan alternatif 
sehingga majelis hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan 
mana yang dirasa unsur-unsurnya sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, unsur-unsur 
pidana yang telah dipenuhi  adalah sebagai berikut: 
a) Unsur barang siapa. 
Unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang 
merupakan subjek hukum berupa manusia yang dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya. Yang dimaksud dengan barang siapa 
adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan 
yang saat ini sedang di dakwa, dan untuk menghindari adanya 
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kesalahan terhadap orang (Error in persona) maka identitasnya harus 
diuraikan secara cermat jelas dan lengkap dalam surat dakwaan. 
Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa 
sebagai pelaku tindak pidana ialah Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin 
Wero sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat 
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat 
materiil sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap 
orang atau unsur barang siapa dalam putusan perkara No 
96/Pid.B/2012/PN.SKG. 
b) Unsur dengan sengaja .  
 Dengan Sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi 
perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, 
karena Memorie van Toelichting tidak cukup memberikan penjelasan  
maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga hanya 
berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa yaitu 
kamus delik-delik culpa adalah perbuatan dilakukan karena kealpaan 
sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan. 
Sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan dengan unsur 
kehendak (opzet) yang bisa dibedakan dalam kehendak sebagai 
kesengajaan (dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa).  
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Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa 
dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang diajukan di 
persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa: 
1. Di persidangan saksi HASBI bin MADYA  menerangkan 
ia melihat Terdakwa menikam satu kali pada badan 
korban  A. Firmansyah  pada Hari Senin tanggal 13 
Februari 2012, sekitar jam 22.30 wita di dekat Mushalah 
RSUD Lamadukelleng Sengkang Kabupaten Wajo dan 
selanjutnya saksi melihat korban terjatuh di selokan 
dekat mushalah tersebut;  
2. Di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan 
sebelum penikaman, korban dan terdakwa telah 
berkonflik. Terdakwa bertanya kepada korban tentang 
tidak datangnya korban ke Gilireng, namun dijawab 
dengan emosi oleh korban yakni “kenapa kamu urusi!” 
lalu setelah Terdakwa mengalami luka di bibir akibat 
serangan badik korban A. Firmansyah, maka Terdakwa 
mencabut badiknya dan membalas menyerang dengan 
menikam lebih dari satu kali sampai korban terjatuh;  
 Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan 
sengaja” telah terbukti atas diri terdakwa karena berdasarka visum et 
repertum, terdakwa terbukti telah melakukan tusukan sebanyak 11 
(sebelas) kali di tubuh korban sehingga memenuhi unsur “Dengan 
sengaja” 
c) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain.  
Di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bahwa 
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah terurai pada 
pertimbangan Majelis pada unsur “dengan sengaja” ditambah fakta-
fakta yang terungkap dari visum et repertum dalam perkara ini yang 
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menyatakan korban Andi Firmansyah, S.E masuk rumah sakit dalam 
keadaan tidak bernafas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 
telah sengaja menikam korban dengan badiknya berulang kali sampai 
korban Andi Firmansyah, S.E mengalami 11 (sebelas) luka pada bagian 
dada yang menjadi objek vital manusia dan Terdakwa dipastikan 
menyadari kalau akhirnya korban Andi Firmansyah, S.E meninggal 
dunia akibat luka-luka penikaman tersebut. Berdasarkan uraian 
pendapat Majelis tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan unsur 
“merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi. 
Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa 
kejahatan pembunuhan adalah suatu delik materiil. Delik materiil adalah 
suatu delik yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang 
dilarang atau akibat kondusif) untuk dapat terjadi atau timbulnya delik 
materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada 
selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan 
menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif. Bentuk aktif 
artinya mewujudkan perbuatan itu harus gerakan dari sebagian anggota 
tubuh, tidak dalam atau pasif, walaupun sekecil apapun. 
Dari segi tanggung jawab pidanya, maka pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat 
yaitu kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum yaitu 
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suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya 
(disengaja, sikap kuarang hati-hati atau lalai) serta tidak ada alasan 
pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban 
pidana bagi si pembuat. Mengikat hal diatas sukar atau melakukan 
waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab, 
kecuali kalau jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan 
sekalipun tidak dimintakan oleh pihak terdakwa. Terdakwa dalam 
perkara ini terlihat baik-baik saja, tidak adanya tanda-tanda yang 
menunjukkan jiwanya tidak normal.  
Di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa 
telah mengakui  perbuatannya dan memenuhui unsur bertanggung 
jawab atas perbuatannya tesebut. 
Berdasarkan hasil analisis Penulis, Penulis berpendapat bahwa 
Jaksa Penuntut Umum dan Hakim telah menerapan hukum pidana 
materil pada perkara ini yakni terdakwa telah terbukti mencocoki unsur 
delik Pasal 338 KUHP, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan 
pemidanaan tidak melebihi batas maksimum dari ketentuan pasal 338 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 15 (Lima belas) tahun 
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B. Hukum Adat Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap 
Pemidanaan Dalam Putusan No.96/Pid.B.2012/PN.SKG ? 
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena 
itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 
segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia 
akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima 
masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat 
diterima serta memberikan kepuasaan kepada semua pihak dalam 
suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai 
dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam 
menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbngan yuridis dan non 
yuridis. 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 
persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di 
antaranya:  
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 
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persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di 
antaranya:  
a. Dakwaan jaksa penuntut umum; 
b. Keterangan saksi; 
c. Keterangan terdakwa;  
d. Barang-barang bukti; 
e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. 
 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Setelah melihat Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No 
96/Pid.B/2012/PN.SKG. dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang 
disusun jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan Alternatif. 
Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang tindak 
pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan 
dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan 
dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh 
terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat 
dakwaan ada kata “atau”. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud 
agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dapat dilahat 
dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor  
B-0873/R.4.19/Sengk./Ep.I/03/2012 sebagai berikut: 
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Pertama     : Menyatakan Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin 
Wero secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah telah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan 
penganiayaan menyebabkan mati”, sebagaimana diatur 
dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) 
KUHP;. 
Kedua     : perbuatan terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin Wero 
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 
338 KUHP. 
 
b. Keterangan Saksi 
Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah 
mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah 
sumpah yaitu saksi SASRIANI binti PASAUNG, saksi Drs. MUH. HATTA bin 
SUPU, saksi HASBI bin MADYA, saksi AHMADI bin AMRA, S. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan 
keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan 
maka d peroleh fakta-fakta sebagai berikut:   
I. SASRIANI binti PASAUNG, menerangkan :  
 Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa yang telah dilamar 
oleh korban A. Firmansyah. 
 Bahwa saksi baru mengetahui korban A. Firmansyah menjadi 
korban pembunuhan di lokasi pekarangan Rumah Sakit 
Lamadukelleng Sengkang pada keesokan paginya; 
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 Bahwa malam sebelumnya saksi bersama korban ke rumah sakit 
Lamadukelleng untuk menengok ayah saksi yang bernama 
Pasaung; 
 Bahwa korban tidak ikut masuk ke ruangan inap, tapi menunggu 
di tempat parkir Rumah Sakit tersebut; 
 Bahwa sebelum ke rumah sakit, antara saksi dengan korban 
sempat bertengkar dan mengancam saksi dengan badiknya  
ukuran kecil karena saksi tidak mau diajak korban ke rumahnya; 
 Bahwa saksi mengetahui dari orang lain, kalau Terdakwa yang 
bunuh korban; 
 Bahwa selama dirumah sakit, antara saksi dengan korban tidak 
saling komunikasi sampai akhirnya keesokan paginya saksi 
mengetahui korban dibunuh; 
 Bahwa saksi tidak sempat melihat mayat korban A. Firmansyah, 
S.E; 
 
 
 
II. Drs. MUH. HATTA bin SUPU, menerangkan : 
 Bahwa saksi mengetahui dari perempuan yang bernama ATTI 
yang memberitahu kalau korban Andi Firmansyah ditikam oleh 
Tenri Liweng bin Wero; 
 Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya tidak 
pernah bermasalah; 
 Bahwa korban pernah melamar saksi Sasriani pada tahun 2010, 
namun sudah 2 tahun tidak realisasinya dan pihak keluarga 
Sasriani tetap sabar tidak emosi termasuk saksi dan Terdakwa; 
 Bahwa setelah mendengar dari perempuan ATTI, maka pada jam 
4.00 Wita  subuh, saksi menuju ke Rumah Sakit Lamudekelleng, 
namun tidak melihat ada keributan dan saksi mendengar kalau 
Terdakwa sudah diamankan di Kantor Polisi; 
 Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polisi 
setelah 2 hari sejak kejadian; 
 
III. HASBI bin MADYA, menerangkan : 
 Bahwa saksi adalah anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di 
RS. Lamadukelleng dan saat kejadian sedang tugas piket; 
 Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menusuk korban 
sebanyak 1 kali dalam jarak 8 meter; 
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 Bahwa setelah ditusuk, korban terjatuh di selokan air dan tidak 
bergerak lagi 
 Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada Hari Senin 
tanggal 13 Februari 2012, sekitar jam 22.30 wita di dekat 
Mushalah RSUD Lamadukelleng Sengkang Kabupaten Wajo; 
 Bahwa saat Terdakwa menusuk sebanyak satu kali, saksi tidak 
melihat korban melakukan perlawanan karena korban langsung 
terjatuh di selokan; 
 Bahwa setelah Terdakwa menusuk, saksi langsung mebentak 
Terdakwa dan saat itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat 
kejadian dan saksi mengikutinya; 
 Bahwa saksi mendengar dari anggota masyarakat yang 
menangkap Terdakwa kalau Terdakwa telah diamankan di kantor 
Polres Wajo; 
 Bahwa malam kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kalau 
korban bernama A. Firmansyah dan pelaku penusukan adalah 
Tenri Liweng (terdakwa); 
 Bahwa waktu kejadian, hanya Terdakwa dan korban, tidak ada 
orang lain selain mereka; 
 Bahwa barang bukti berupa badik adalah benar alat yang dipakai 
oleh Terdakwa untuk menusuk,sedangkan badik lain yang lebih 
kecil, saksi tidak mengenalnya; 
IV. AHMADI bin AMRA, S, menerangkan : 
 Bahwa saksi adalah anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di 
RS. Lamadukelleng dan saat kejadian sedang tugas piket; 
 Bahwa saat sedang jaga di pintu masuk, saksi mendengar suara 
teriakan disebelah barat sehingga saksi mendatangi sumber 
suara tersebut; 
 Bahwa dalam jarak 6 meter, saksi melihat Terdakwa 
memasukkan badiknya dan melihat korban berbaring diselokan 
dengan memakai helm warna putih dan jaket warna hitam; 
 Bahwa selanjutnya saksi sempat mengikuti Terdakwa yang 
meninggalkan tempat kejadian, namun saksi disuruh kembali lagi 
oleh saksi Hasbi; 
 Bahwa setelah mayat korban periksa di ruang UGD, maka saksi 
melihat ada beberapa luka tusukan dibadannya; 
 Bahwa ditempat kejadian hanya ada Terdakwa dengan korban 
dan tidak ada orang lain disitu; 
 Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang menusuk korban, 
setelah Terdakwa mengaku saat ditangkap masyarakat; 
 Bahwa barang bukti berupa badik adalah benar alat yang dipakai 
oleh Terdakwa untuk menusuk,sedangkan badik lain yang lebih 
kecil, saksi tidak mengenalnya; 
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 Terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif bahwa sesuai 
dengan fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan kedua primer 
Pasal 338 KUHPidana . 
c. Keterangan Terdakwa 
Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa62 adalah apa yang 
dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau 
yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri. 
Di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari 
terdakwa yaitu: 
1. Bahwa Terdakwa telah menusuk korban A. Firmansyah lebih dari 
satu kali dan jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena saat itu 
Terdakwa membela diri;  
2. Bahwa sebelumnya kejadian, Terdakwa bertemu dengan korban dan 
menanyakan kepada korban “kenapa tidak pernah lagi datang ke 
Gilireng?” lalu dijawab dengan emosi oleh korban “kenapa kamu 
urusi?”; 
3. Bahwa setelah dijawab demikian oleh korban, Terdakwa mendekati 
korban, namun korban marah dan mencabut badiknya lalu 
menyerang Terdakwa dan mengenai bagian bibir Terdakwa ; 
4. Bahwa karena diserang oleh korban, maka Terdakwa mencabut 
badik yang ia bawa dan menikam korban sampai korban terjatuh; 
Bahwa setelah korban terjatuh, maka Terdakwa langsung 
meninggalkannya menuju ke belakang RSUD Lamadukelleng 
Sengkang; 
5. Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa membawa badik bila 
berpergian; Bahwa barang bukti berupa badik yang lebih besar dan 
lebih panjang dibandingkan dengan barang bukti yang lainnya 
adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk menikam korban; 
                                                           
62Pasal 189 KUHAP. 
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6. Bahwa Terdakwa sebelumnya  tidak menaruh dendam sekalipun 
korban tidak jadi melangsungkan pernikahan dengan keponakan 
Terdakwa; Bahwa badanya korban lebih besar daripada Terdakwa; 
7. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Februari 2012 
sekitar pukul 22.30 Wita; 
8. Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya; 
9. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan anak yang masih 
bayi yang harus nafkahinya; 
 
d. Barang Bukti 
Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan 
menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa dan barang tertentu hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa 
maupun saksi. 
Di persidangan baik keterangan saksi maupun terdakwa telah 
mengakui bahwa barang bukti berupa badik adalah benar alat yang 
digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban. 
Dengan demikian di dalam persidangan  barang bukti yang diakui 
oleh saksi maupun terdakwa  telah Hakim menilai telah memperkuat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
e. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana 
Selanjutnya terdakwa dihukum dengan ketentuan pidana ini 
maka perbuatan terdakwa sebagaimana telah di uraikan dalam fakta 
hukum di atas harus memenuhi unsur-unsur berikut :  
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1. Unsur Barang Siapa  
 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”Barangsiapa”, 
adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) 
yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya 
kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya 
diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam  Surat  Dakwaan .  
 Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan 
seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara 
mendengarkan  keterangan para saksi yang materinya secara 
substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk 
diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama 
Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin Wero sebagaimana identitas 
Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh 
Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan 
terhadap orang.Dengan demikian Unsur ini telah terbukti 
2. Unsur “Dengan sengaja”  
Menimbang bahwa Dengan Sengaja atau kesengajaan sering 
kali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi 
hukum, karena memorie vantoelichting tidak cukup memberikan 
penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, 
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sehingga kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus 
dan culpa dimana delik-delik culpa perbuatan dilakukan karena 
kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan .  
Menimbang bahwa Mahkamah Agung dari berbagai 
yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang 
kesengajaan yang bersumber dari sudut formil maupun materiil, 
sehingga “Dengan Sengaja” atau kesengajaan dapat diartikan sebagai 
suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan 
secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang 
sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki . 
Menimbang bahwa dalam berbagai doktrin ilmu hukum, kata 
sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari dua teori yaitu teori 
kehendak dan teori pengetahuan.  
Menimbang bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau 
kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk 
melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang 
dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu 
perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan 
apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan 
dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau 
patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan tersebut. 
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Menimbang bahwa sedangkan dalam Teori pengetahuan, bisa 
jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak 
secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya 
itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang 
diperbuatnya atau dilakukannya itu dapat menimbulkan beberapa 
kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. 
Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan bisa dikaitkan 
dengan unsur kehendak (Opzet) yang bisa dibedakan dalam kehendak 
sebagai kesengajaan (dolus) dan kehendak sebagai kealpaan (culpa). 
Menimbang Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dan bukti surat yang 
diajukan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa: 
1. Di persidangan saksi HASBI bin MADYA  menerangkan ia melihat 
Terdakwa menikam satu kali pada badan korban  A. Firmansyah  
pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2012, sekitar jam 22.30 wita di 
dekat Mushalah RSUD Lamadukelleng Sengkang Kabupaten Wajo 
dan selanjutnya saksi melihat korban terjatuh di selokan dekat 
mushalah tersebut;  
2. Di persidangan saksi AHMADI bin AMRA, S menerangkan bahwa 
setelah kejadian dan diperiksa di ruang UGD, pada badan mayat 
korban A. Firmansyah terdapat beberapa luka tusukan,  keterangan 
saksi tersebut diperkuat oleh hasil visum et repertum atas diri korban 
Andi Firmansyah, S.E, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 
18 Februari 2012  oleh dr. Rasfiani dokter pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Wajo yang menunjukan adanya 11 (sebelas) luka pada 
bagian badan (dada dan perut) dan anggota badan (kedua lengan 
dan jari-jari) dikarenakan persentuhan benda tajam; 
3. Di persidangan Terdakwa telah pula menerangkan sebelum 
penikaman, sempat Terdakwa bertanya kepada korban tentang tidak 
datangnya korban ke Gilireng, namun dijawab dengan emosi oleh 
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korban yakni “kenapa kamu urusi!” lalu setelah Terdakwa mengalami 
luka di bibir akibat serangan badik korban A. Firmansyah, maka 
Terdakwa mencabut badiknya dan membalas menyerang dengan 
menikam lebih dari satu kali sampai korban terjatuh;  
 Maka majis hakim berkesimpulan bahwa unsur “Dengan sengaja” 
telah terbukti atas diri Terdakwa.Dengan demikian unsur inipun telah 
terpenuhi; 
3.  Unsur Merampas Nyawa orang lain 
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Merampas Nyawa 
Orang lain” adalah suatu perbuatan yang menyebabkan kematian orang 
lain ; 
Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan 
Terdakwa Dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa 
bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana telah 
terurai pada pertimbangan Majelis pada unsur “dengan sengaja” 
ditambah fakta-fakta yang terungkap dari visum et repertum dalam 
perkara ini yang menyatakan korban Andi Firmansyah, S.E masuk 
rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Terdakwa telah sengaja menikam korban dengan badiknya 
berulang kali sampai korban Andi Firmansyah, S.E mengalami 11 
(sebelas) luka dan Terdakwa dipastikan menyadari kalau akhirnya 
korban Andi Firmansyah, S.E meninggal dunia akibat luka-luka 
penikaman tersebut. Berdasarkan uraian pendapat Majelis tersebut 
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diatas, maka dapatlah disimpulkan unsur “merampas nyawa orang lain” 
telah terpenuhi. 
Akibat perbuatan Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri, S.Sos bin 
Wero, mengakibatkan matinya korban A.Firmansyah,  hal tersebut 
diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : yang dibuat dan 
ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2012  oleh dr. Rasfiani dokter 
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
 Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas. 
 luka pada dada kanan P: 4 cm, L: 1 cm, D : 4 cm, 
 luka pada dada kanan P: 3,5  cm, L: 3 cm, D : 2,5 cm, 
 luka pada dada kanan P: 3  cm, L: 1 cm, D : 1,5 cm, 
 luka pada puting susu sebelah kanan P: 3,5 cm, L : 1,5 cm, D 
: 1,5 cm. 
 luka pada dada tengah P: 5 cm, L : 1,5 cm, D : 1 cm 
 luka pada perut kanan P : 7 cm, L : 3 cm dalam tembus 
masuk rongga perut. 
 luka pada ibu jari kiri ruas ke-2 bagian luar P: 6 cm, L: 2 cm 
dalam hampir putus (tinggal kulit) 
 luka pada siku bagian luar sebelah kanan P : 3,5 cm  L: 1,2 
cm, D: 1 cm 
 luka pada tangan bawah, dibawah siku kanan P: 2 cm, L: 2 
cm, D: 2 cm. 
 luka pada tangan, lengan bawah luar sebelah kiri P: 5 cm, L: 
2 cm D: 2 cm. 
 luka pada ruas ke-2 jari tangan kiri antara telunjuk dan jari 
tengah tengan P: 2 cm, L: 2 cm, D: 0,5 cm 
masing-masing pinggir luka rata. 
Kesimpulan : 
Luka-luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam. 
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Perbuatan ia Terdakwa Tenri Liweng alias Tenri S, Sos bin Wero 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. 
Dengan demikian Unsur inipun telah terpenuhi;  
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Surat 
Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka 
Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; 
Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu 
Primair Penuntut Umum telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan dan juga selama pemeriksaan berlangsung dari diri 
Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan baik pemaaf atau pembenar 
yang dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan pidana kepadanya 
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang 
setimpal dengan perbuatannya;  
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
maka terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan 
tindak pidana sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan diatas; 
Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis 
Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu 
akan kemampuan bertanggung jawab dari  terdakwa, relevansi terhadap 
adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri  terdakwa sehingga 
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Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan 
bertanggung-jawab dari Terdakwa;  
Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti 
dan terhadap diri Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, 
terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya 
karena tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana 
yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah 
dinyatakan  terbukti  secara sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan 
tindak pidana “Pembunuhan ”; 
Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, 
oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan 
yang dilakukannya;  
Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan 
terhadap terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim 
memerintahkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan; 
Menimbang bahwa mengenai barang bukti, maka statusnya akan 
ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; 
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan 
bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus 
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dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana 
termuat dalam amar putusan dibawah ini;  
Terhadap Dari fakta hukum diatas telah terbukti unsur-unsur delik 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sepereti unsur 
barangsiapa, unsur sengaja  dan unsur, merampas nyawa orang lain. 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang 
mendalam bagi keluarga korban Almarhum Andi Firmansyah, 
S.E; 
 Bahwa  baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak terbukti 
dipersidangan melakukan perdamaian dengan keluarga korban; 
Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut 
umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu : 
pertama primer : Pasal 351 KUHP, alternatif : Pasal 338 KUHP 
2.  Pertimbangan Non Yuridis 
 Pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut pelaku 
antara lain: Kebiasaan atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat , posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas 
kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak 
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lingkungan terhadap diri pelaku. Penilaian hakim terhadap terdakwa 
dapat ditinjau dari aspek social, ekonomi, politik dan budaya 
 Dari fakta yang penulis dapatkan dari Penasihat Hukum 
Terdakwa mengemukakan terdakwa pada dasarnya membunuh karena 
siri’. Siri’ adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat 
dan martabat manusia, rasa dendam (dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan kerangka pemulihan harga diri yang dipermalukan). Jadi Siri’ 
adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis-Makassar dalam 
interaksi dengan orang lain. Hal inilah yang mendasari terdakwa 
melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. 
 Keadilan moral (moral justice) dan keadilan social (social justice) 
harus diterapkan oleh hakim, dengan pernyataan bahwa “hakim harus 
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat “(pasal 5 
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009),yang jika dimaknai secara 
mendalam hal ini sudah termasuk dalam keadilan moral dan keadilan 
sosial.63 
 Di persidangan sebelum menjatuhkan pidana Hakim telah 
mempertimbangkan posisi terdakwa dalam keluarga mengingat 
terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan laporan dari petugas 
kemasyarakatan yang melihat latar belakang terdakwa baru pertama 
                                                           
63 Ahmad Rifai,2010,Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 
Cirebon:Sinar Grafika.halm 127. 
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kalinya melakukan tindak pidana , kehidupan social terdakwa di 
masyarakat , dan dampak lingkungan terhadap diri terdakwa. Sehingga 
Hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur ini sebagai alasan 
peringanan perjatuhan pidana bagi terdakwa.  
3. Analisa Penulis 
Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang 
didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu 
hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya 
membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus 
mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut 
umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan 
Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis 
yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim 
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau 
tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang 
di dakwakan kepadanya. 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim 
harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh 
selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, 
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pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan 
psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 
dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan 
profesionalisme. 
 Berkaitan dengan perkara yang Penulis teliti, pada waktu 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang, penulis 
melakukan wawancara langsung kepada hakim yang memutus perkara 
ini, adapun hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri 
Sengkang, mengatakan bahwa :  
 “Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat 
dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan 
memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan 
menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan 
utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. 
Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 
mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor 
penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim 
dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan 
kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). 
Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim 
yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi 
hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”. 
Selanjutnya dalam Pasal 351Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana alternatif Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 
menetapkan terdakwa yang terbukti bersalah malakukan tindak pidana, 
maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, 
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ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan. Dalam hal ini, 
terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan 
diharapkan didepan persidangan . Dalam salah satu pertimbangannya 
majelis hakim setelah memperhatikan dan menimbang segala bentuk 
dakwaan baik itu hal yang berkaitan secara yuridis maupun non yuridis 
selama persidangan maka terdakwa sudah tepat apabila dijatuhi 
dengan hukuman penjara. 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Penulis berpendapat bahwa 
pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim yang berdasarkan 
pertimbangan yuridis terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk 
sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan namun 
terdapat kekurangan pada keterangan saksi. Dalam kasus ini Hakim 
kurang mengkaji nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Seharusnya untuk mengkaji nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat Hakim harus menghadirkan pemangku adat, praktisi 
hukum, dan akademisi sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Oleh karena 
itu Hakim sebelum menjatuhkan pidana dapat mempertimbangkan 
keterangan dari saksi ahli agar terdakwa dapat memperoleh keadilan 
dalam persidangan.   
 Kemudian pertimbangan Non Yuridis dalam hal ini menyangkut 
diri terdakwa seperti kebiasaan atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat , posisi pelaku dalam keluarga, dan laporan dari petugas 
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kemasyarakatan yang melihat latar belakang, sosialisasi, dan dampak 
lingkungan terhadap diri pelaku. Penilaian hakim terhadap terdakwa 
dapat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya 
 Dalam kasus Putusan No. 96/Pid.B1.2012/PN.SKG, awal mula 
terjadinya pembunuhan dikarenakan rasa malu (Siri’ dalam adat bugis 
Makassar) keluarga terdakwa yang dimana keponakan terdakwa telah 
dilamar oleh korban, kemudian korban menghilang dalam 
perantauannya dan setelah tiba waktu pernikahan korban tak kunjung 
datang menikahi keponakan terdakwa. Rasa malu (Siri’ ) keluarga 
terdakwa sudah merasa terganggu dan harus ditegakkan. 
 Dari fakta yang Penulis dapatkan dari  Terdakwa mengemukakan 
bahwa pada dasarnya membunuh karena siri’ karena dalam kasus ini 
menjelaskan bahwa keponakan terdakwa telah dilamar oleh korban dan 
tak kunjung dinikahi oleh korban. Dalam budaya masyarakat Bugis hal 
ini merupakan malu yang sangat besar (Siri’) bagi keluarga perempuan. 
Siri’ adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan 
martabat manusia, rasa dendam (dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
kerangka pemulihan harga diri yang dipermalukan).  Dalam budaya 
masyarakat Bugis apabila dipermalukan (Nipakasiri’) maka mereka lebih 
senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan Siri’nya dari pada 
hidup dengan menanggung malu ataupun hidup tanpa Siri’. 
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 Jadi Siri’ adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis-
Makassar dalam interaksi dengan orang lain. Hal inilah yang mendasari 
terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.  
 Namun di persidangan Hakim tidak menganggap bahwa itu 
adalah delik adat siri’, karena tindak pidana yang dilakukan oleh 
terdakwa tidak didasari oleh dendam yang tak tertahankan. 
Dari fakta yang Penulis dapatkan dari wawancara Hakim bahwa: 
 “Sebelum terjadi tindak pidana pembunuhan terdakwa masih 
sempat berbicara dan menanyakan kabar korban, seandainya ini adalah 
delik adat dalam hal ini adalah siri’ terdakwa dengan dendam yang tak 
tertahankan langsung membunuh korban tanpa ada dialog antara 
terdakwa dan korban pada saat bertemu, tetapi fakta yang terungkap di 
persidangan bahwa sempat ada dialog antara korban dan terdakwa 
yang menimbulkan cekcok dilanjutkan dengan proses pembunuhan” 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Penulis berpendapat  
bahwa pertimbangan hukum secara Non Yuridis yang dijatuhkan oleh 
hakim terhadap terdakwa sebahagian sudah tepat. Dimana Hakim telah 
mengkaji latar belakang pelaku  sesuai dengan keadilan sosial. 
Di persidangan Hakim kurang memprhatikan  Keadilan moral 
(moral justice) dan  keadilan social (social justice)  yang harus 
diterapkan oleh hakim, dengan pernyataan bahwa “hakim harus 
menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat “(pasal 5 
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009),yang jika dimaknai secara 
mendalam hal ini sudah termasuk dalam keadilan moral dan keadilan 
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sosial. Dalam hal ini masih terdapat kelemahan yaitu dalam 
menjatuhkan sanksi pidana hakim kurang mengkaji nilai-nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
pidana.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan telah 
sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. 
Dimana Hakim yang sebelum menjatuhkan vonis kepada 
terdakwa telah melakukan analisis perspektif secara seimbang 
dengan memerhatikan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis yang 
dapat membantu efisiensi kinerja hakim dalam 
menjatuhkan/mengadili satu tindak pidana. Penerapan hukum 
pidana materiil terhadap kasus pembunuhan  penerapan 
ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 338 KUHP telah 
sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para sanksi, 
keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat 
jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga 
dianggap mampu mempertaanggungjawabkan perbuatannya. 
  
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana  terhadap 
pelaku dalam putusan nomor 96/Pid.B/2012/PN.SKG. telah 
sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur pasal dalam 
dakwaan yaitu dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, serta  
keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan 
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hakim. Selain  itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang 
memberatkan bagi para terdakwa. Pertimbangan hukum yang 
dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut 
untuk sebahagian telah sesuai dengan teori hukum pemidanaan 
tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu 
dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang 
memberatkan bagi para terdakwa, yang dimana hakim tidak 
mengkaji nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai 
amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tidak 
lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan 
menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam 
perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim. Selain Itu pidana penjara yang dijatuhakan 
dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat 
terdakawanya melakukan tindak pidana didasari siri’ yang 
merupakan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. akan lebih 
baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan 
mempertimbangkan alasan terdakwa melakukan tindak pidana 
pembunuhan yang didasari siri’ yang merupakan nilai hukum 
yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan pasal 5 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009.  
111 
 
B. Saran  
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai  berikut :  
1. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim 
sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang 
terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya 
memprtimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga 
hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang 
dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan kepada terdakwa . 
2. Penulis berharap agar pihak masyarakat dan pemerintah 
setempat bersedia menerima dan membantu mengawasi 
terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses 
hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah 
dipidana agar  tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya 
dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan 
tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.  
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